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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 























































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 









Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 














































































a a  َا 
 kasrah 
 













 َفػْيػَك : kaifa 
  ْوػَه َؿ  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 








َاػم  َت  :  
 
ىػَمَر             : rama>  
 َلػْيِػق             : qi>la 
 ُْوػمَػي  ُت  : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 






























ah dan alif 
atau ya 
 
 َ ... ا  |
.. َ . ى  
 
kasr



















garis di atas 
 
i dan 
garis di atas 
 
u dan 




 ُةَػنْػيِدػَمْػَلا  ُةَلػػِضَاػفْػَلا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
 ُةػػَمػْكػِحْػَلا  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  ّػػ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َانَػّػبَر : rabbana> 
 َانػػَْيػّجَػن : najjai>na> 
  قػَحْػػَلا : al-h}aqq 
  جػَحْػػَلا : al-h}ajj 
 َمِػػّعُػن : nu‚ima 
  وُدػَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِػػػػػ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
Contoh: 
  ىِػلػَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
  ىِػػبَرػَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contohnya: 
ػ َّشَلا ُسػْم   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُةَػػَلزْػػلَّزَلا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 ْػَلا ُةَفػسْلػَفػ   : al-falsafah 
 ُدَلاِػػػبْػػَلا  : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
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hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya: 
 َفْوُرػُمَأػت : ta’muru>na 
ػَّنػَلا ُءْو  : al-nau’ 
  ءْيػَش : syai’un 
 ُأ  ْرػِم  ُت  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
9. Lafz} al-Jala>lah (للها) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 ُْنػيِد  ِللها      di>nulla>h  ِِاب  ِللها      billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُهػ ْم  ِْف  ِةَمْػػػحَر  ِللها     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala bait wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rak 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contohnya: 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la >  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
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Tesis ini mengkaji tentang implementasi Program Pendidikan Gratis dalam 
mewujudkan wajib belajar di MI 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Untuk memperjelas arah 
penelitian ini, maka rumusan masalah pokok di atas di-breakdown dalam 
pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana gambaran implementasi Program 
Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan 
Tanete Riattang Timur Kabupeten Bone? Bagaimana realitas wajib belajar sebelum 
dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone? 
Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone dan bagaimana solusinya? 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mengungkap situasi sosial 
tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Untuk membahas 
permasalahan tersebut maka dilakukan pengumpulan data di lapangan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer 
yaitu kepala sekolah, guru siswa dan orang tua siswa serta komite sekolah dan 
sumber data sekunder  yaitu berbagai referensi dan dokumen sekolah. Data yang 
dikumpulkan diolah melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi 
teknik dan sumber data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupeten Bone adalah membebaskan biaya pendidikan bagi 
peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar 
sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah. Jadi, 
Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya 
pendidikan di kelola dengan berdasar pada petunjuk teknis dari pemerintah dan 
mengedepankan sistem keterbukaan yang diawasi langsung oleh komite sekolah. 
Pengelolaan pendidikan gratis diperuntukkan pada item-item tertentu. Realitas 
wajib belajar sebelum dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan Gratis 
menunjukan bahwa adanya anggaran pendidikan gratis memberikan motivasi kepada 
orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Prestasi siswa di MI No 2 dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe juga mengalami perkembangan dengan indikator 
peningkatan hasil nilai UAN. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan 
kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih tergolong rendah 
meskipun dalam item pendidikan gratis dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan 
tenaga kependidikan. Kedua madrasah ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai. Faktor pendukung implementasi Program Pendidikan Gratis di MI. No 2 
dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe di antarnya implementasi Program Pendidikan 
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Gratis harus ditunjang dengan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Wilayah maupun Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan gratis, sampai 
pada tahap pengeloaan di sekolah, mulai kepala sekolah/wakil, tenaga pendidik/guru,  
tenaga kependidikan,  komite sekolah, siswa dan orang siswa/masyarakat. Faktor 
penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe di antaranya minimnya anggaran; kurang optimalnya sosialisasi 
dari pemerintah tentang pengelolaan anggaran, dan kurang optimalnya pengawasan 
dari masyarakat; pengucuran dana yang tidak tepat waktu; laporan 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sering terlambat dikumpul 
menyebabkan pengucuran anggaran pendidikan gratis sering terlambat. Solusi 
implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe di antaranya penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan program 
madrasah; intensitas sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan anggaran, dan 
pengawasan dari masyarakat; pengucuran dana yang tepat waktu; laporan 
pertanggungjawaban dikumpul tepat waktu. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan semua komponen sekolah 
dan pemerintah dan masyarakat/orang tua siswa agar tetap memberi dukungan dan 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi 
1. Konsonan 
 Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut: 
b : ب   z : ز   f : ف 
t : ت   s : س   q : ق 
s \ : ث   sy : ش   k : ك 
j : ج   s} : ص   l : ل 
h} : ح   d} : ض   m : م 
kh : خ   t} : ط   n : ن 
d : د   s} : ظ   h : ه 
z \ : ذ   ‘ : ع   w : و  
r : ر   g : غ   y : ي 
 Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ) 
2. Vokal dan Diftong 
a.  Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 










b.  Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (au), misalnya 
bayn  (نيب)  dan qawl (لوق) . 
B. Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. Swt    : subha>nah­ wa ta‘a>la> 
 vii 
 
2. Saw    : s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
3. A.s    : ‛ alaih al-sala>m 
4. H    : Hijriah 
5. M    : Masehi 
6. SM    : Sebelum Masehi 
7. w.    : wafat 























Nama : Nurul Wakia 
Nim : 80100210057 
Konsentrasi : Pendidikan dan Keguruan 
Judul Tesis     : Implementasi Program Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib   
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone           
 
Tesis ini mengkaji implementasi Program Pendidikan Gratis dalam 
mewujudkan  wajib belajar 9 tahun di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Pokok masalahnya ialah  
gambaran implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupeten Bone, realitas 
wajib belajar 9 tahun sebelum dan sesudah diimplementasikannya Program 
Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan 
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, faktor pendukung dan penghambat 
implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe Kecamatann Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan solusinya. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya, mengungkap situasi sosial 
tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, untuk membahas 
permasalahan tersebut maka dilakukan pengumpulan data di lapangan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang 
diperoleh data primer yaitu kepala sekolah, guru siswa dan orang tua siswa serta 
komite sekolah dan data sekunder  ialah penelusuran berbagai refrensi dan dokumen 
sekolah. Data yang dikumpulkan diolah melalui dua tahap yaitu penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Untuk mengkaji permasalahan dalam tesis ini, digunakan dua 
pendekatan yaitu manajerial, sosiologis. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan 
trianggulasi teknik data dan trianggulasi sumber data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupeten Bone adalah membebaskan biaya pendidikan bagi 
peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar 
sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah. Jadi 
Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya 
pendidikan dikelolah dengan berdasar pada petunjuk teknis dari pemerintah dan 
mengedepankan sistim keterbukaan yang diawasi langsung oleh Komite Sekolah. 
Pengelolaan pendidikan gratis diperuntukkan pada item-item tertentu. Realitas 
wajib belajar 9 tahun sebelum dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan 
Gratis menunjukan bahwa sebelum diimplementasikan Program Pendidikan Gratis 
tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan sudah tergolong tinggi, namun 
dengan adanya anggaran pendidikan gratis semakin memberikan motivasi orang tua 
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untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Prestasi siswa di MI. No 2 dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe juga mengalami perkembangan dengan indikator peningkatan 
hasil nilai UAN, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi 
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih tergolong rendah meskipun 
dalam item pendidikan gratis dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga 
kependidikan, kedua madrasah ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai. Faktor pendukung implementasi Program Pendidikan Gratis di MI. No 2 
dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe di antarnya implementasi Program Pendidikan 
Gratis harus ditunjang dengan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Wilayah maupun Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan gratis, sampai 
pada tahap pengeloaan di sekolah, mulai kepala sekolah/wakil, tenaga pendidik guru,  
Tenaga kependidikan  komite sekolah, siswa dan orang siswa/masyarakat. Faktor 
penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe di antaranya minimnya anggaran; kurang optimalnya sosialisasi 
dari pemerintah tentang pengelolaan anggaran, dan kurang optimalnya pengawasan 
dari masyarakat; pengucuran dana yang tidak tepat waktu; laporan 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sering terlambat dikumpul 
menyebabkan pengucuran anggaran pendidikan gratis sering terlambat. Solusi 
implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe di antaranya penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan program 
madrasah; intensitas sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan anggaran, dan 
pengawasan dari masyarakat; pengucuran dana yang tepat waktu; laporan 
pertanggungjawaban dikumpul tepat waktu 
Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan semua komponen sekolah 
dan pemerintah dan masyarakat/orang tua siswa agar tetap member dukungan dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan berbagai lapisan 
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya harapan yang bertumpu pada dunia 
pendidikan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memaksa setiap 
bangsa secara dinamis untuk mengikuti dan mengejar kemajuannya dalam segala 
bidang kehidupan. Kondisi tersebut juga menuntut adanya sumber daya manusia 
yang berkualitas dalam pengertian mempunyai sifat inovatif, kreatif, dan menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang mampu bersaing. Sebab 
pendidikan merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan baru yang lebih 
berat sehubungan dengan hadirnya era globalisasi dan informasi. 
Setelah 66 tahun Indonesia merdeka, tingkat kesejahteraan masyarakat terus 
mengalami peningkatan, tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain,  
bahkan Indonesia masih jauh tertinggal dari sasaran Milenium Development Goals 
(MDGs).
1
 Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan 
pendapatan masyarakat masih rendah. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
pencapaian sasaran tersebut adalah belum tertatanya secara sistematis bidang yang 
dimaksud oleh arah kebijakan pendidikan yang dirumuskan dengan merujuk pada 
konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan pembangunan 
pendidikan seperti pendidikan untuk semua (education for all), konvensi hak anak 
                                                          
1
Departemen Pendidikan Nasional, Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan 
Pendidikan yang Lebih Berkualitas (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional), h. 24. 
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(conventionon the right of child), sasaran pembangunan era milenium atau 
Millenium Development Goals (MDGs) dan konfrensi dunia tentang pembangunan 
berkelanjutan (World Summit on Suistainable Development).  
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai pelaksana pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi di Indonesia 
telah mencanangkan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang lebih 
berkualitas melalui peningkatan wajib belajar dan memberikan akses yang lebih 
besar pada kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan 
pendidikan, seperti masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah 
terpencil.  
Intervensi pemerintah dilakukan dalam bentuk kebijakan adalah berupaya 
untuk mengurangi jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Wujud kebijakan 
itu berupa bantuan beasiswa sekolah sampai pelaksanaan Program Pendidikan Gratis 
yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan biaya yang ada di 
sekolah, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa terutama dari kalangan 
masyarakat yang kurang mampu. 
Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
bidang pendidikan adalah Program Pendidikan Gratis. Pendidikan gratis sebagai 
program yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 2008 oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan, selanjutnya mendapat respons positif dari Menteri Pendidikan Nasional 




                                                          
2Nasir A. Baki, “Perspektif Stakeholder Pendidikan tentang Program Pendidikan Gratis dan 
Implementasinya,” Laporan Hasil Penelitian, Makassar, 2010,  h. 2. 
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Program Pendidikan Gratis dalam bentuk implemetasi adalah pemberian 
bantuan pembiayaan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 
SD/MI dan SMP/MTs dan sederajat. Dalam perjalanan implementasinya, muncul 
berbagai respons yang bersifat positif maupun negatif atau pro dan kontra terhadap 
Program Pendidikan Gratis. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Pendidikan 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan peran dan fungsinya, 
melaksanakan kajian terhadap implementasi Program Pendidikan Gratis.
3
 
Filosofi Program Pendidikan Gratis yang dicanangkan Pemerintah Sulawesi 
Selatan tidak lain untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat di Sulawesi 
Selatan yang berujung pada peningkatan SDM dan kesejateraan masyarakat. Ujar 
Syahrul Yasin Limpo di depan para bupati dan walikota se-Sulsel pada tahun 2008.   
Saya tidak mau melihat ada anak-anakku di Sulsel yang tidak bersekolah 
hanya karena orang tuannya tidak mampu membiayai sekolahnya. Program 
Pendidikan Gratis harus jalan di Sulsel, ini untuk kualitas masyarakat dan 
sekaligus sebagai jawaban serta solusi masa depan Sulawesi Selatan. Itu mi  




Gerakan reformasi anggaran pendidikan, yang kini tengah dilakukan 
pemerintah Sulawesi Selatan adalah konsekuensi hukum dan politik dalam 
memberikan layanan pendidikan yang merata bagi setiap warga negara untuk 
meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (continue). Jaminan akses 
terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara 
pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan 
                                                          
3Ibid., h. 3.    
4
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Pendidikan Gratis yang Berkulitas, 
IPM Sulsel Meningkat Drastis (Makassar: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 
2011), h. 4-5.  
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negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
5
 Pentingnya keadilan dalam 
mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep 
demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 
4 Ayat 1 dideskripsikan bahwa: 
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan pada (ayat 3) dideskripsikan 
bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
6
 
Sejalan dengan amanat UUD 1945 hasil amademen yang tercantum pada 
Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib membiayainya
7
 maka dalam Undang-Undang RI Nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 34 Ayat 2 
dideskripsikan bahwa:  
Pemerintah dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan pada (ayat 3) 
dideskripsikan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 




Makna yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 di atas adalah 
pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan yang layak pada seluruh 
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rakyatnya dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang 
bermutu. 
Agama Islam pun sebagai agama terbesar penganutnya di Indonesia 
mengingatkan pentingnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada 
anak  sebagai generasi penerus bangsa. Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisaa>/4: 9: 
                          
        
Terjemahnya  
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 




 Pada ayat di atas berkaitan dengan persoalan faraid atau waris. Ada satu 
kebiasaan yang tidak bagus, di mana para karib kerabat yang hadir pada saat seorang 
kerabatnya akan meninggal dunia memberikan pesan kerabatnya itu agar membagi-
bagikan hartanya untuk orang lain atau disumbangkan ke lembaga-lembaga amal 
sampai nyaris habis. Padahal orang yang akan meninggal itu masih punya ahli waris 
yang lebih berhak atas warisan orang tuanya. Maka perintah Allah, ucapkanlah hal 
yang benar (qaulan sadidan), artinya bukan ucapan-ucapan yang bisa berdampak 
pada terbengkalainya para ahli waris, terutama anak-anak. 
Ayat ini kemudian ditonjolkan untuk menyeru setiap orang tua seharusnya 
khawatir jika meninggalkan generasi penerus yang lemah. Pengertian lemah yang 
dimaksud tentu saja lemah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek 
mental, spritual serta perekonomian (kesejahteraan) dan pendidikan. Penegasan 
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tentang betapa pentinya pendidikan yang dilandasi dengan iman yang kuat 
sebagaimana dalam Q.S. al-Mujâdilah/58: 11:  
                           
                        
         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10
 
Pada ayat di atas dijelaskan bahwa iman dan ilmu yang diimplementasikan 
dalam bentuk amal saleh akan menyebabkan derajat seorang terangkat dalam 
pergaulan, baik dalam skop lokal, nasional, maupun dunia. Dalam konteks ini nilai 
manusia terletak kepada tingkat keimanannya kepada Allah swt.  Dan 
tingkat iman tergantung kepada tingkat ilmu yang ia miliki dan tingkat ilmu juga 
tergantung kepada amal yang ia lakukan serta tingkat amal tergantung dari 
keikhlasan hatinya.  
Allah menganjurkan kepada kita agar senantiasa bekerja keras, baik dalam 
menuntut ilmu maupun bekerja mencari nafkah. Hanya orang-orang yang rajin 
belajarlah yang akan mendapatkan banyak ilmu. Dan hanya orang-orang yang 
berilmulah yang memiliki semangat kerja untuk meraih kebahagiaan hidup. 
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Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya 




Secara geografis Kecamatan Tanete Riattang Timur berada di sepanjang 
pesisir laut sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayang dan 
petani rumput lautdan penghasilan masyarakat tidak menentu. Berkenaan dengan hal 
ini, penerapan pendidikan gratis dianggap sangat membantu orang tua siswa, dalam 
situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Situasi ekonomi sekarang telah 
membuat hidup masyarakat khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone jauh dari kesejahteraan. 
Banyak orang tua berpikir untuk menyekolahkan atau bahkan tidak 
memikirkan sama sekali mengenai pendidikan anaknya karena ketidak mampu untuk 
membayar biaya pendidikan yang ada. Bagi orang tua seperti ini, anak-anak harus 
berhenti sekolah dan mereka mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian 
keluarga. Akibatnya, kemiskinan akan semakin menyelimuti kehidupan mereka. 
Di pihak lain, maksud dan tujuan Program Pendidikan Gratis bagi 
masyarakat masih kurang jelas sehingga dalam menyampaikan pesan ini memerlukan 
bahasa pendekatan yang tepat. Kebijakan yang kerapkali merepotkan adalah ketika 
tujuan kebijakan pemerintah secara logika tidak mampu ditranformasi secara linier 
dengan cara berpikir dan kepentingan rakyat.  
Logika masyarakat bahwa gratis itu adalah gratis segalanya, tidak ada 
pungutan sepeser pun. Inilah yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah bahwa 
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pengertian gratis berbeda dengan asumsi masyarakat. Istilah pendidikan gratis perlu 
dipertegas karena pendidikan gratis adalah kebutuhan dasar yang dijamin undang-
undang. Perbedaaan pandangan ini seharusnya jangan diperlebar, tetapi dirapatkan 
sehingga muncul satu kesamaan pandangan bahwa pengertian pendidikan gratis itu 
adalah seperti ini, bukan seperti itu.
12
 
Program Pendidikan Gratis memunculkan harapan bagi masyarakat yang 
memiliki tingkat ekonomi rendah untuk kelanjutan sekolah anak-anaknya dan 
prestasi siswa dapat meningkat dan terbebas dari putus sekolah serta buta aksara. 
Aplikasi dari kebijakan tersebut perlu dikawal dan dikaji dari berbagai aspek agar 
tepat sasaran dan tidak melenceng dari konsep sebenarnya. 
Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone memunculkan 
respons diberbagai pihak, baik respons positif maupun negatif atau pro dan kontra 
terhadap Program Pendidikan Gratis. Inilah yang ingin diketahui dengan menelaah 
dan menganalisis gambaran implementasi Program Pendidikan Gratis dan realitas 
sebelum dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan Gratis, faktor 
penghambat, faktor pendukung dan solusi dalam mewujudkan  di MI No. 2 Bajoe  
dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone yang bersumber dari dana RAPBN dan RAPBD yang disalurkan oleh 
pemerintah pusat dan daerah dan dikelola oleh lembaga pendidikan.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan 
rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: bagaimana implementasi Program 
Pendidikan Gratis dalam mewujudkan wajib belajar di MI 2 Bajoe dan MTs al-Amir 
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Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone? Untuk 
memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah pokok di atas dapat di-
breakdown dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 
Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupeten Bone?  
2. Bagaimana realitas wajib belajar sebelum dan sesudah diimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone? 
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Program 
Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete RiattangTimur Kabupaten Bone dan bagaimana solusinya? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Upaya untuk menghindari kesalahpahaman tentang maksud yang terkandung 
dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional 
sebagai berikut:  
a. Program Pendidikan Gratis 
Program Pendidikan Gratis adalah kata yang sudah sangat sering didengar 
dalam 5 tahun terakhir ini, seiring dengan diterapkannya program pendidikan gratis 
oleh pemerintah. Gratis artinya sesuatu yang diperoleh tanpa harus mengeluarkan 
biaya. Secara harfiah, kata gratis adalah cuma-cuma (tidak dipungut biaya).
13
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Program Pendidikan Gratis adalah pembebasan segala biaya operasional sekolah 
bagi peserta didik yang terkait dengan proses belajar mengajar dan kegiatan dalam 
pembangunan sekolah.  
Program pendidikan gratis bukan berarti biaya pendidikan ditiadakan. Namun 
dalam hal ini, pemerintah provinsi dan daerah memberi bantuan biaya secara penuh 
terhadap pembebasan segala biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang 
terkait dengan proses belajar mengajar dan kegiatan dalam pembangunan sesuai 
RAPBD. 
b. Wajib Belajar  
Wajib belajar adalah pendidikan dasar yang lamanya 9 tahun, 
diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjutan 
pertama dan diwajibkan bagi setiap anak Indonesia yang berumur antara 7-15 tahun. 
Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta 
didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat.
14
 
Berdasarkan uraian di atas, maka definisi operasional dari judul ini yaitu 
upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di lembaga pendidikan 
sebagai perwujudan wajib belajar  dan upaya membuka akses yang luas bagi 
masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan  hak dari setiap warga 
negara. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menjaga agar penelitian ini tidak melebar ke mana-mana, ruang 
lingkup penelitian perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih fokus 
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tentang apa yang akan dilakukan di lapangan agar peneliti tidak kehilangan arah 
ketika berada di lokasi penelitian. Jadi, berdasarkan pada rumusan masalah dan 
tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk 
matriks sebagai berikut: 
No Pokok Masalah Uraian 
1. 
 
Gambaran implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir 




Mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan 
pembiyaan Program Pendidikan Gratis meliputi: 
a. Tambahan penunjang dana BOS 
b. Bantuan untuk membeli kelengkapan sekolah 
dan trasportasi kepada siswa miskin dalam 
bentuk beasiswa. 
c. Insentif kepala sekolah 
d. Insentif wakil kepala sekolah 
e. Insentif wali kelas 
f. Insentif mengajar guru 
g. Insentif pelaksanaan remedial (2 kali setahun). 
h. Insentif tenaga laboratorium 
i.  Insentif pengelolah perpustakaan 
j. Insentif bendahara 
k.Insentif kepala tata usaha 
l. Insentif bujang 
m. Insentif satpam 
2. 
 
Realitas wajib belajar  sebelum dan sesudah 
diimplementasikan Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone  
 
a. Kondisi siswa,  
b. Tenaga pendidik dan kependidikan 
c. Sarana dan prasarana 
3. 
 
Faktor pendukung dan penghambat 
implementasi Program Pendidikan Gratis di 
MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone dan solusinya.  
 
a. Faktor pendukung adalah  
1) Pemahaman dan komitmen tim pengendali 
pendidikan gratis provinsi dan kabupaten 
dan pengelola pendidikan gratis di 
madrasah tentang tata cara penggelolaan 
dana pendidikan gratis   
2) Dukungan dari semua komponen sekolah 
dan masyarakat  
3) Keseriusan pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota  
4) Dukungan dari pemerintah pusat. 
b. Faktor penghambat adalah  
12 
 
1) Penyaluran anggaran tidak tepat waktu,  
2) Minimnyaanggaran pendidikan gratis 
3) Kurang optimalnya pengawasan, 
4) Kurang optimalnya pengelolaa dana 
5) Kurang optimalnya sosialisasi 
6) Keterlambatan Laporan Pertanggung- 
Jawaban pihak madrasah, mengakibatkan 
anggaran pendidikan pada periode 
berikutnya terlambat dikucurkan 
c. Solusi adalah  
1) Penyaluran anggaran dapat dilakukan tepat 
waktu.  
2) Anggaran Pendidikan gratis disesuaikan 
dengan kebutuhan madrasah 
3) Optimalisasi pengawasan pendidikan gratis 
4) Optimalisasi penggelolaan anggaran yang 
seimbang diantara semua item yang 
diperuntukan dalam pendidikan gratis 
5) Intensitas sosialisasi dalam pengelolaan 
angaran pendidikan gratis 
6) Optimalisasi laporan pertanggung jawaban 
pihak madrasah, sehingga anggaran 
pendidikan pada periode berikut tepat 
waktu 
Gambar. 1. 1. Ruang Lingkup Penelitian 
Berdasarkan gambar  di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup penelitian 
ini terdiri dari tiga masalah pokok yaitu: Pertama gambaran implementasi Program 
Pendidikan Gratis dalam mewujudkan wajib belajar  di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe adalah mekanisme pengelolaan, pengalokasian dan 
pembiyaan Program Pendidikan Gratis meliputi: tambahan penunjang dana BOS, 
bantuan untuk membeli kelengkapan sekolah dan trasportasi kepada siswa miskin 
dalam bentuk beasiswa, Insentif kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, 
mengajar guru, pelaksanaan remedial/pengayaan (2 kali setahun), tenaga 




Kedua realitas wajib belajar sebelum dan sesudah diimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis adalah kondisi siswa, tenaga pendidik/kependidikan dan  
sarana/prasarana 
Ketiga faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone dan solusinya. Faktor pendukung pemahaman dan 
komitmen tim pengendali pendidikan gratis provinsi/kabupaten dan pengelola 
pendidikan gratis di madrasah tentang tata cara pengelolaan dana pendidikan gratis, 
dukungan dari semua komponen sekolah dan masyarakat, keseriusan pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan Program Pendidikan Gratis dan 
dukungan dari pemerintah pusat. 
Faktor penghambat adalah penyaluran anggaran tidak tepat waktu, minimnya 
anggaran, kurangnya optimalnya pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan 
anggaran, kurang optimalnya sosialisasi dalam pengelolaan angaran pendidikan 
gratis, keterlambatan laporan pertanggungjawaban pihak madrasah mengakibatkan 
anggaran pendidikan pada periode berikutnya terlambat pengucurannya. 
Solusi implementasi Program Pendidikan Gratis adalah penyaluran anggaran 
dapat dilakukan tepat waktu, anggaran pendidikan gratis disesuaikan dengan 
kebutuhan madrasah, optimalisasi pengawasan pendidikan gratis, optimalisasi 
penggelolaan anggaran yang seimbang diantara semua item yang diperuntukan 
dalam pembiyaan Program Pendidikan Gratis, intensitas sosialisasi dalam 
pengelolaan anggaran pendidikan gratis dan optimalisasi laporan pertanggung 




D. Kajian Pustaka 
Adapun kajian pustaka yang dimaksud adalah penulis ingin mendudukkan 
posisi tulisan dan penelitian ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Salah satu 
hasil penelitian tentang Program Pendidikan Gratis ditulis oleh Muljono Damopolii 
dengan judul “Implementasi Program Pendidikan Gratis pada Madrasah Tsanawiyah 
se-Kecamatan Tallo Kota Makassar.” Penelitian ini mendeskripsikan Program 
Pendidikan Gratis yang pelaksanaannya telah memasuki tahun kedua pada tingkat 
pendidikan dasar, khususnya Sekolah Menengah Pertama, diyakini telah 
memberikan dampak hampir pada semua elemen, baik pada kinerja guru, fasilitas 
maupun prestasi peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah  se-Kecamatan Tallo.
15
 
Muhammad Awaluddin dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan 
Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.” Penelitian 
ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan Program Pendidikan Gratis dan realisasi 
kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan  gratis di tingkat SMA 
Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.
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Adapun Asmawati telah melakukan penelitian yang menitiberatkan 
kajiannya terhadap “Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan pada 
Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai.” Penelitian ini mendeskripsikan tentang konsep 
dasar kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada tingkat sekolah dasar.
17
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Tsanawiyah se-Kecematan Tallo Kota Makassar”Laporan Hasil Penelitian, Makassar: Lembaga 
Penelitian UIN Alauddin Makassar, 2011.  
16Muhammad Awaluddin. “Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Sombaopu 
Kabupaten Gowa”Tesis,  Makassar,Universitas Negeri Makassar, 2011. 
17Asmawati. “Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar di 
Kabupaten Sinjai”Tesis, Makassar,Universitas Negeri Makassar,2009. 
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Sejumlah studi tentang Program Pendidikan Gratis sepanjang penelusuran 
penulis, belum ada yang secara spesifik melakukan pengkajian dengan fokus 
implementasi program pendidikan gratis sebagai perwujudan wajib belajar. Dengan 
demikian, studi tentang pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar secara 
komprehensif barulah dilakukan melalui penelitian ini. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mendapatkan gambaran tentang implementasi Program Pendidikan Gratis di MI 
No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang 
Timur Kabupaten Bone. 
b. Mengetahui realitas wajib belajar sebelum dan sesudah implementasi Program 
Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Rianttang Timur Kabupaten Bone dan solusinya.  
2. Kegunaan Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain sebagai 
berikut: 
a. Secara Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkut, mempertajam dan 
menambah khasanah teoritik di bidang pendidikan khususnya pada konsep 




b. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam upaya 
untuk menyempurnakan implementasi Program Pendidikan Gratis dalam 
mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone sebagai berikut:  
1) Bagi kepala madrasah, guru dan staf, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Program 
Pendidikan Gratis dalam mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe  dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone 
2) Bagi supervisor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan supervisi dalam 
menyempurnakan implementasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten 
Bone khususnya di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
3) Komite sekolah/madrasah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan 
khususnya penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe  dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone. 
4) Bagi Pemerintah Kabupaten Bone,  hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan Program 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone. 
5) Bagi Program Studi Dirasah Islamiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 
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F. Garis Besar Isi Tesis 
Struktur penulisan tesis ini, peneliti bagi ke dalam lima bab pembahasan. Bab 
pertama adalah pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang landasan 
argumentatif mengenai topik penelitian yang kemudian memunculkan rumusan 
masalah. Setelah itu, peneliti mengemukakan pengertian judul secara operasional 
dan ruang lingkup pembahasan sebagai panduan dalam membahas objek kajian 
untuk penelitian di lapangan. Selanjutnya, terdapat kajian pustaka yang menjelaskan 
posisi peneliti dalam lingkup hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti sebelumnya, dan pada sub-bab terakhir, bab ini memuat tujuan dan 
kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian.  
Bab kedua berisi tentang tinjauan teoretis penulisan tesis ini. Dalam bab ini 
peneliti uraikan lima teori pokok yang pertama kebijakan program pendidikan gratis. 
Teori pokok pertama mencakup beberapa sub pokok yaitu asas dan tujuan Program 
Pendidikan Gratis, hak dan kewajiban pemerintah, orang tua, dan peserta didik, 
anggaran Program Pendidikan Gratis. Kedua komponen pembiayaan pendidikan 
gratis penulis bagi menjadi dua sub pokok yaitu komponen pembiyaan pendidikan 
gratis tingkat SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB. Ketiga mekanisme 
pengalokasian, penyaluran, dan pencairan dana pendidikan gratis. Keempat evaluasi 
program pendidikan gratis penulis bagi menjadi dua sub pokok yaitu mekanisme 
organisasi pengendali Program Pendidikan Gratis dan mekanisme tentang tugas dan 
tanggung jawab tim pengendali pendidikan gratis. Kelima wajib belajar  penulis bagi 
menjadi dua sub pokok yaitu fungsi dan tujuan wajib belajar dan pendidikan dasar. 
Pada bagian akhir, bab ini memuat kerangka pikir.     
18 
 
Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Dalam bab ini meliputi pembahasan 
tentang lokasi dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber 
data penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik pengolahan 
dan analisis data.  
Bab keempat menguraikan hasil penelitian yang memuat tentang analisis 
dinamika pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan subjek atau data penelitian yang meliputi 
profil madrasah, gambaran implementasi Program Pendidikan Gratis dalam 
mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe dan MTs Al-Amir Fil Jannah Bajoe 
selain itu realitas wajib belajar sebelum dan sesudah implementasi Program 
Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan 
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone serta faktor pendukung dan penghambat 
implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan Solusinya. 
Bab kelima sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dan implikasi. 
Kesimpulan merupakan wujud riil solusi dari permasalahan yang diangkat, 
sedangkan implikasi sebagai suatu hal yang perlu mendaptkan perhatian dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Oleh sebab itu, diharapkan kepada kepala madrasah, 
pendidik dan tengan kependidikan, komite madrasah dan orang tua siswa serta 
penentu kebijakan (pemerintah) agar lebih responsif dan antisipatif terhadap berbagi 







A. Kebijakan Program Pendidikan Gratis 
Berbagai persoalan yang muncul dalam bidang pendidikan di negara 
Indonesia antara lain masalah pemerataan pendidikan (equty) dan kualitas 
pendidikan (quality). Pemerataan pendidikan berarti menyakut persoalan tingkat 
partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai 
perguruan tinggi. Sedangakan kualitas pendidikan berarti mangacu pada semua 
aspek pendidikan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya mulai dari pelayanan 
pendidikan, tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas, sampai pada penerimaan pasar 
terhadap sumber daya manusia sebagai produk pendidikan.
1
 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan 
negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah awal yang harus dipikirkan 
oleh pemerintah adalah tingkat partisispasi masyarakat dalam bidang pendidikan 
terutama pendidikan dasar dapat ditingkatkan dengan kebijakan Program Pendidikan 
Gratis. Salah satu isu strategis pembagunan Sulawesi Selatan adalah penguasaan 
pengetahuan masyarakat relatif masih rendah. Indikasinya adalah masih besarnya 
porsi penduduk yang buta huruf, rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang 
tercermin dalam rendahnya angka Indeks Pembagunan Manusia (IPM).
2
 
                                                          
1
Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan (Cet. II; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 
2007), h. 209.  
2Nasir A. Baki, “Perspektif Stakeholder Pendidikan tentang Program Pendidikan Gratis dan 
Implementasinya” Laporan Hasil Penelitian, Makassar: Lembaga Penelitian UIN Alauddin Makassar, 
2010,  h. 1. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan meletakkan 
pembangunan pendidikan sebagai agenda pembagunan I yaitu peningkatan kualitas 
pendidikan dan kesehatan masyarakat. Agenda tersebut merupakan suatu bentuk 
komitmen untuk mewujudkan optimalisasi pembaguanan pendidikan, sekaligus 




Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
bidang pendidikan adalah Program Pendidikan Gratis dicanangkan pada tanggal 2 
Mei 2008 oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Program Pendidikan Gratis telah 
dilaksanakan sejak bulan Juni 2008 yang bentuk implementasi konkritnya adalah 
pemberian bantuan pembiyaan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar 
yaitu SD/MI dan SMP/MTs dan sederajat.
4
 
Istilah kebijakan seringkali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan. Kedua 
istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Landasan utama yang 
mendasari suatu kebijakan adalah pertimbagan akal, tentunya suatu kebijakan bukan 
semata-mata merupakan hasil pertimbagan akal manusia. Namun demikian, akal 
manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari 
berbagai opsi dalam mengambil keputusan kebijakan. Suatu kebijaksanaan lebih 
menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti suatu 
kebijaksanaan tidak mengandung unsur rasional, faktor-faktor rasional tersebut 
belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.
5
  
                                                          
3Ibid. 
4Ibid., h. 2. 
5
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), h. 16. 
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Kebijakan adalah rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak 
(pemerintah atau organisasi, dan sebagainya) dan kebijakan suatu pemerintah untuk 
mengatur pendidikan di negaranya.
6
 
Pendidikan gratis merupakan kata yang sering di dengar dalam 5 tahun 
terakir ini, seiring dengan Program Pendidikan Gratis oleh pemerintah. Pendidikan 
gratis berasal dari dua kata, pendidikan dan gratis. 
Pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa 
bangsa ini pada era aufklarung (pencerahan).7 Gratis yang artinya adalah cuma-cuma 
(tidak dipungut bayaran).
8
 Sesuatu yang diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya. 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Bab I Pasal 
I Ayat 11 dideskripsikan bahwa: 
Pendidikan gratis adalah skema pembiyaan pendidikan dasar dan menengah 
yang tertanggulangi bersama oleh pemerintah daerah kabupaten/kota guna 




Senada dengan hal di atas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 
Tahun 2009  tentang Pendidikan Gratis Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 dideskripsikan bahwa:  
Program Pendidikan Gratis adalah membebaskan biaya pendidikan bagi 
peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar 
                                                          
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001), h. 149.  
7
Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia (Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar 
Dewantara). (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 15.   
8
Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 371.  
9
 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan,2011}), h. 2.  
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mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai komponen yang 
mendapatkan subsidi anggaran dari pemerintah daerah.
10
 
Di sisi lain, Program Pendidikan Gratis sering kali dijadikan sebagai alat 
politik untuk meraih kekuasaan atau bahkan masih menjadi bahan jualan bagi para 
kandidat calon pejabat, seperti gubernur, dan bupati/walikota. Ada pameo no such a 
thing as a fren lunch (tidak ada makan siang gratis).  
Situasi tersebut menunjukan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi 
masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada 
saat yang sama juga memerlukan sekolah yang bermutu dan sayangnya, kedua hal 
itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring dalam kasus tertentu, 
pemerintah daerah tidak mengalokasikan APBN dalam jumlah yang cukup untuk 
keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi 
perangkap. 
Kualitas sekolah yang sudah sering diragukan akan semakin terpuruk akibat 
tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat 
harus cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis khususnya yang di janjikan 
oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya antara lain, dengan menuntut penjelasan 
yang lebih rinci tentang kebijakan tersebut hendak diimplemantasikan.
11
 
Sam M. Chan dan Tuti T. Sam menyatakan bahwa beberapa temuan yang 
perlu dicermati secara lebih mendalam, terutama oleh para elit politik dan para 
pengambil kebijakan. Temuan ini berhubungan langsung dengan beberapa kebijakan 
                                                          
10
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis (Bone: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2009), h. 9. 
11
http://www. Sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-kesehatan-gratis (diakses pada tanggal  
21 Meret 2012). 
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yang selama ini telah diambil oleh pemerintah. Temuan-temuan tersebut sebagai 
berikut: 
1. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selama ini tidak didasari 
oleh kepentingan rakyat semata, banyaknya terkandung unsur-unsur hegemoni 
di dalamnya. Seringkali dikatakan bidang pendidikan merupakan salah satu 
bidang yang menjadi alat bagi pemerintah selama ini untuk mempertahankan 
kesuksesaannya. 
2. Kebijakan pemeritah di bidang pendidikan tinggi belum mengarah pada suatu 
sistem yang mantap dan profesional. Kebijakan pendidikan yang ada di 
Indonesia cenderung bersifat tambal sulam. 
3.   Penetapan anggaran 20% untuk bidang pendidikan masih bertahap. 




Winarno Surachmad menyatakaan bahwa pemerintah selalu berganti baju 
jika berkenaan dengan kebijakan, khususnya pendidikan ini menunjukan bahwa 
Indonesia belum memiliki fondasi yang kuat dan benar bagaimana harus menapaki 
sejarah perjalanan bangsa kedepan.
13
 
Ngainum Naim dan Achmad Sauqi yang dikutip dari beberapa ahli sosiologi 
pendidikan berpendapat bahwa sebetulnya terdapat relasi resiprokal (timbal balik) 
antara dunia pendidikan dengan kondisi masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa 
yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang 
sesunggunya di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga 
                                                          
12
Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (Cet. IV; 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 149-150. 
13
Moh. Yamin, op. cit., h. 42. 
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sebaliknya, kondisi masyarakat baik dalam aspek kemajuan dan sejenisnya, 
tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya.
14
 
Rumusan relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan masyarakat 
berbading lurus. Oleh karenanya, majunya dunia pendidikan yang amburadul juga 
dapat menjadi cermin dari kondisi masyarakatnya yang juga penuh dengan persoalan 
Sekarang ini,  dunia pendidikan harus berhadapan dengan setumpuk persoalan yang 
kompleks, baik persoalan dari dunia pendidikan sendiri maupun persoalan dari luar 
dunia pendidikan. 
a. Asas dan Tujuan Program Pendidikan Gratis 
1. Asas Program Pendidikan Gratis  
Asas penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan pada Bab VIII, 
Pasal 11 dideskripsikan bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan asas 




Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan 
harus berasas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis agar 
pelaksanan Program Pendidikan Gratis sesuai dengan tujuan dan sasaran. 
                                                          
14
Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi (Cet. II; 
Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010), h. 13.   
15
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, op. cit., h. 12. 
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Senada dengan hal di atas asas pendidikan gratis di Kabupaten Bone diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan 
Gratis pada Bab 3 Pasal 3 dideskripsikan bahwa:  
Penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan asas: transparansi, 
akuntabilitas public, team work, cepat, cermat dan akurat,  terstruktur dan 




Untuk Kabupaten Bone Penyelenggaran Program Pendidikan Gratis yang 
dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
tentang Pendidikan Gratis.  
2. Tujuan Program Pendidikan Gratis 
Tujuan Program Pendidikan Gratis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan pada Bab IV, Pasal 7 dideskripsikan 
bahwa: 
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk peningkatan pemerataan 
kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatan mutu 
penyelenggaraan dan lulusan, meningkatkan relevansi pendidikan yang 
berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembagan global, meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi 
mutu dan produktifitas sumber daya manusia yang unggul.
17
 
Diterapkannya Program Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan tentu akan 
sangat membantu masyarakat terutama masyarakat dari kalangan tingkat ekonomi 
rendah. Berdasarkan beban dan tanggung jawab akan biaya pendidikan, dan 
penyeleggaraan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone juga memiliki tujuan 
                                                          
16
Peraturan Daerah Kabupaten Bone, op. cit., h. 4. 
17
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, op. cit., h. 7. 
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sebagaiman dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009  tentang 
Pendidikan Gratis pada Bab 3 Pasal 4 dideskripsikan bahwa:  
Pendidikan gratis bertujuan mengurangi beban masyarakat, peserta didik dan 
orang tua peserta didik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 
anak usia belajar guna mendapatan pendidikan yang layak dan bermutu.
18
 
Program Pendidikan Gratis berorientasi untuk mengurangi beban masyarakat 
dan akses pendidikan semakin terbuka bagi setiap warga dengan pelayanan dasar 
yang disediakan pemerintah. Inilah kelebihan yang ditawarkan pemerintah saat ini.  
b. Hak dan Kewajiban Pemerintah, Orang Tua dan Peserta Didik  
1.  Hak dan Kewajiban Pemerintah  
Hak dan kewajiban pemerintah tentang pendidikan gratis sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Gratis pada Bab 4 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 dideskripsikan bahwa:  
Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 
mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Dan pada ayat (2) dideskripsikan 
bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 




Keinginan memperbaiki kondisi diri merupakan keinginan semua orang. 
Semua berharap mempunyai kesepatan untuk mengikuti preses pendidikan. Hal ini 
telah dijamin pemerintah dan telah direalisasikan dalam Program Pendidikan Gratis. 
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Hak dan kewajiban orang tua tentang pendidikan gratis sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Gratis pada Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 dideskripsikan bahwa:  
                                                          
18
Peraturan Daerah Kabupaten Bone, op. cit., h. 6. 
19Ibid., h. 5. 
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Setiap orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya dan anak yang berada 
dibawah perlindungannya pada usia wajib belajar. Pada ayat (2) dideskripsikan 
setiap orang tua peserta didik berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya 
menyelenggarakan pendidikan melalui komite sekolah.
20
 
Negara menjamin hak dasar semua anak usia sekolah dapat memperoleh 
pendidikan yang layak dan orang tua berkewajiban merealisasikan dan 
mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan gratis. 
3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik 
Hak dan kewajiban peserta didik tentang pendidikan gratis sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Gratis pada Bab 4 Pasal 8  Ayat 1 dan 2 dideskripsikan bahwa  
Setiap anak usia sekolah atau peserta didik memiliki hak untuk memperoleh 
kesempatan mengikuti pendidikan. Dan pada ayat (2) dideskripsikan, setiap 
peserta didik yang tidak mampu, berhak mengikuti pendidikan dengan bebas 
dari segala bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan.
21
 
Pendidikan merupakan hak bahkan kewajiban bagi semua anak Indonesia 
untuk mengikutinya. Program Pendidikan Gratis yang direalisasikan di Sulawesi 
Selatan khususnya di Kabupaten Bone telah memposisikan semua peserta didik  
tingkat pendidikan dasar melakukan kegiatan yang sama pada waktu yang sama 
tanpa ada perbedaan. 
c. Anggaran Program Pendidikan Gratis  
Anggaran Program Pendidikan Gratis ditanggung pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dibebankan pembiayaan sekitar 40 persen dan masing-masing 
pemeritah kabupaten/kota se-Sulsel mananggungnya sebasar 60 persen pembagian 





anggaran ini telah diwujudkan dalam penandatanganan (MoU) antara gubernur dan 
bupati bersama walikota se-Sulawesi Selatan.
22
  
Kebijakan tersebut mendapatkan respon positif dari bupati/walikota 
meskipun demikian masih ada daerah yang tidak siap menerima alokasi anggaran 
Program Pendidikan Gratis  
Alokasi Bantuan Pendidikan Gratis dari Provinsi ke Kabupaten/Kota  
se-Sulawesi Selatan 2008-20011 
No Kab/Kota 2008 2009 2010 2011 
1 Makassar  23.677.430.400 20.833.329,600 21. 877.362.800 20.934.624.800 
2 Gowa 13.345.346.400 12.971.217.600 14.015.250.800 11.869.374.600 
3 Takalar 6.570.333.600 5.260.401.600 6.304.434.800 5.651.503.440 
4 Jeneponto 8.647.872.600 8.410.046.400 9.454.079.600 8.457.927.560 
5 Bantaeng 4.057.559.600 3.851.239.200 4.895.272.400 4.185.859.240 
6 Bulukumba 9.791.509.200 8.345.817.600 9.389.850.800 8.074.638.640 
7 Selayar 3.416.157.600 3.046.634.400 4.090.667.600 3.596.954.600 
8 Bone 17.978.004.600 16.302.912.000 17.346.945.200 16.008.407.160 
9 Wajo 9.378.004.600 8.784.753.600 9.828.786.800 9.009.047.600 
10 Soppeng 6.457.479.000 5.812.250.400 6.856.283.600 5.855.438.080 
11 Sidrap 6.611.880.600 6.615.549.600 7.659.582.800 5.940.518.120 
12 Enrekang  5.905.088.400 5.116.084.800 6.160.118.000 5.179.030.640 
13 Tana Toraja 12.482.790.000 11.694.626.400 8.060.809.040 6.484.061.120 
14 Tor. Utara - - 5.721.883.760 5.563.314.440 
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1 2 3 4 5 6 
15 Luwu 8.953.498.800 8.010.979.200 9.055.012.400 8.552.012.880 
16 Palopo 3.246.553.800 2.997355.200 4.041.388.400 3.051.294.720 
17 Luwu Utara 7.841.602.800 7.156.972.800 8.201.006.000 7.581.890.000 
18 Luwu Timur 5.518.849.200 5.098.790.400 6.142.823.600 5.234.990.240 
19 Maros 7.705.287.000 7.214.409.600 8.258.442.800 6.754.833.800 
20 Pangkep  8.291.527.800 6.665.832.000 7.709.865.200 6.886.304.960 
21 Barru 5.137.702.800 4.524.465.600 5.568.498.800 4.705.189.840 
22 Pare-pare 3.210.304.200 2.677.759.200 3.721.792.400 2.786.079.440 
23 Pinrang 8.846.452.200 7.535.959.200 8.579.992.400 6.267.336.600 
24 Sinjai - - - - 
Total 87.072.257.000 168.927.386.40 192.940.150.00 168,630.632.52 
Catatan: Khusus untuk Kabupaten Sinjai, dengan alasan Program Pendidikan 
Gratis sudah berjalan di Sinjai sejak 2005, pemerintah Kabupaten Sinjai belum 
bersedia menerima alokasi dari Pemprov Sulsel hingga saat ini.
23
  
Sejak disalurkan dana pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Sulsel. Program ini mendapatkan apresiasi 
yang besar dari pemerintah pusat. Anggaran Program Pendidikan Gratis ditanggung 
pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel sebasar 60 persen. Anggaran pendidikan gratis 
tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang 
pendidikan gratis Bab 6 Pasal 10 Ayat 1, 2 dan 5 dideskripsikan bahwa:  
Pemerintah daerah wajib menjamin tersediannya dana dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna terselenggarannya pendidikan 
gratis. Dan pada ayat (2) dideskripsikan, dana penyelenggaraan pendidikan 
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gratis merupakan subsidi terhadap komponen tertentu yang dibiayai dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Pada ayat (5) dideskripsikan, komponen tertentu 




Anggaran Program Pendidikan Gratis yang ada di Kabupaten Bone  didukung 
oleh anggaran-anggaran pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang dikucurkan 
oleh pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa. Dengan 
adanya pendidikan gratis tentu akan sangat membantu pelaksanaan pendidikan di 
Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. 
B. Komponen Pembiyaan Pendidikan Gratis 
Komponen pembiayaan pendidikan gratis tingkat SD/MI/SDLB dan 
SMP/MTs/SMPLB sebagai berikut: 
1. Komponen Pembiyaan Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI/SDLB  
a. Tambahan penunjang dana BOS 
b. Bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah dan trasportasi kepada murid  
miskin dalam bentuk beasiswa. 
c. Insentif kepala sekolah 
d. Insentif mengajar guru  
e. Insentif pelaksanaan remedial/pengayaan (2 kali setahun) 
f. Insentif bendahara 




Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-
masing sekolah sesuai dengan kondisi awal tahun pelajaran berjalan dan berdasar 
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pada jumlah murid pada satuan pendidikan besar bantuan dihitung dengan ketentuan 
pembiyaan Program Pendidikan Gratis tingkat SD/MI/SDLB meliputi beberapa 
komponen. 
2. Komponen Pembiyaan Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs/SMPLB  
a. Tambahan penunjang dana BOS 
b. Bantuan untuk memberi kelengkapan sekolah dan trasportasi kepada siswa miskin 
dalam bentuk beasiswa 
c. Insentif kepala sekolah 
d. Insentif wakil kepala sekolah 
e. Insentif wali kelas 
f. Insentif mengajar guru 
g. Insentif pelaksanaan remedial/pengayaan (2 kali setahun) 
h. Insentif tenaga laboratorium 
i. Insentif pengelolah perpustakaan 
j. Insentif bendahara 
k.Insentif kepala tata usaha. 




Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-
masing sekolah sesuai dengan kondisi awal tahun pelajaran berjalan dan berdasar 
pada jumlah murid besar bantuan dihitung dengan ketentuan pembiyaan Program 
Pendidikan Gratis tingkat SMP/MTs/SMPLB meliputi beberapa komponen. 
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C. Mekanisme Pengalokasian, Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pendidikan 
Gratis  
1. Mekanisme Pengalokasian Dana Program Pendidikan Gratis  
a. Tim pengendali program kabupaten/kota melakukan rapat teknis penetapan 
sekolah penerima bantuan. 
b. Tim pengendali kabupaten/kota menetapkan data sekolah penerima bantuan 
dengan keputusan bupati/walikota. 
c. Tim pengendali provinsi melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan 
kabupaten/kota dalam rapat teknis tim untuk menetapkan rencana alokasi dana 
untuk setiap kabupaten/kota. 
d.  Gubernur menetapkan keputusan alokasi bantuan dana bagi kabupaten/kota. 
e. Bupati/walikota menetapkan besarnya alokasi bantuan pada setiap sekolah 




Mekanisme pengalokasian Program Pendidikan Gratis merujuk kepada 
beberapa tahapan dimulai dari tim pengendali program kabupaten/kota melakukan 
rapat teknis penetapan sekolah penerima bantuan sampai bupati/walikota 
menetapkan besarnya alokasi bantuan pada setiap sekolah penerima bantuan sesuai 
dengan hasil rapat teknis provinsi dengan keputusan bupati/walikota. 
2. Mekanisme Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis  
a. Setiap sekolah harus memiliki rekening khusus program atas nama lembaga. 
b. Sekolah mengirimkan nomor rekeningnya ke tim pengendali kabupaten/kota. 
c. Tim pengendali kabupaten melakukan verifikasi dan implikasi nomor rekening. 
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d. Dana disalurkan pada awal bulan setiap periode. 
e. Pembayaran pada periode berikutnya dilaksanakan setelah data terakhir diterima. 
f. Penyaluran dana pada setiap sekolah dilaksanakan oleh pemkab/kota melalui bank 
pemerintah atau jasa pos.
28
 
Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan tersendiri tentang 
prosedur penyaluran bantuan karena alasan lokasi dan karakteristik daerah 
kabupaten/kota yang relative berbeda-beda tetapi tetap akuntabel dan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Mekanisme Pencairan Dana Program Pendidikan Gratis  
a. Tim pengendali program kabupaten/kota menyerahkan rekening sekolah ke Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kabupate/kota. 
b. SKPKD menyerahkan data tersebut ke bank pemerintah atau jasa pos untuk di 
trasfer ke setiap rekening sekolah. 
c. Pengambilan dan dilakukan oleh bendahara Program Pendidikan Gratis dengan 
persetujuan kepala sekolah yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
29
 
Mekanisme pencairan dana Program Pendidikan Gratis mengacu pada tiga 
komponen di atas. Selanjutnya pihak sekolah membuat laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Program Pendidikan Gratis setiap triwulan semesteran dan tahunan. 
D. Evaluasi Program Pendidikan Gratis  
Pelaksanaan evaluasi suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah 
merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Evaluasi kebijakan 
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bertujuan untuk menguji dan menyajikan aspek positif dan negatif dari berbagai 
alternatif kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.
30
  
Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga 
tujuan utama yaitu: 
1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai 
tujuan.  
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang 
telah diimplementasikan.  
3. Serta untuk memberikan masukan pada kebijakan publik yang akan datang.
31
  
Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menguji tujuan dan akuntabilitas 
pelaksanaan program secara merata, bermutu, dan berkesinambungan serta 
memberikan masukan pada kebijakan publik yang akan datang. 
a. Mekanisme tentang Organisasi Pengendali Program Pendidikan Gratis  
Mekanisme tentang organisasi pengendali Program Pendidikan Gratis  yang 
terdiri atas: 
1. Tim pengendali provinsi, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. 
2. Tim pengendali kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan 
bupati/walikota. 
3. Pelaksanaan tingkat satuan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan 
kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
32
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Mekanisme tentang organisasi pengendali pendidikan gratis dalam rangka 
menjamin terlaksanannya program secara merata, bermutu, dan berkesinambungan 
sesuai dengan tujuan dan sasaran program. 
b. Mekanisme tentang Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengendali Pendidikan 
Gratis Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tingkat Satuan Sekolah dalam 
Melaksanakan Tata Kelolah Dana Program Pendidikan Gratis 
1. Mekanisme tentang Tugas dan Tanggung Jawab Tim pengendali pendidikan 
gratis tingkat provinsi yang berupa: 
a) Mengkoordinasikan pengelolaan program di provinsi 
b) Menyusun rencana program 
c) Melakukan peyusunan, penggandaan dan penyebaran buku pedoman pelaksanaan 
program. 
d) Merencakan dan melakukan sosialisasi program  
e) Melakukan verifikasi data penerimaan bantuan program 
f) Merencanakan besaran alokasi dana dan sasaran setiap kabupaten/kota 
g) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evalusi ke kabupeten/kota 
h) Memonitor dan menindak lanjuti pegaduan masyarakat di kabupaten/kota 
i) Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang 
dilaksakan oleh tim penegendali kabupaten/kota 
j) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada 
gubernur. 
2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat   
Kabupaten/Kota yang berupa: 
a) Mengkoordinasikan pengelolaan di provinsi 
36 
 
b) Menyusun rencana program 
c) Menyampaikan rencana anggran program dalam APBD kabupaten/kota 
d) Melakukan sosialisasi dan pelatihan 
e) Melakukan pendataan bantuan program 
f) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evalusi  
g) Memberikan pelayananan dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat 
h) Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada 
bupati/walikota dan tim pengelola provinsi. 
3. Mekanisme Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Tingkat Satuan Sekolah 
dalam Melaksanakan Tata Kelolah Dana Program Pendidikan Gratis 
a) Mekanisme tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tingkat satuan sekolah dalam 
melaksanakan tata kelolah dana Program Pendidikan Gratis yaitu: 
1) Mengelola dana program secara trasparan. 
2) Bersedia di audit oleh lembaga yang berwewenang terhadap seluruh dana yang 
dikelolah oleh sekolah. 
3) Tidak melakukan manipulasi dana dengan maksud memperoleh bantuan yang 
lebih besar. 
4) Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk dan alasan apapun 
kepada siswa atau orang tua siswa. 
b) Mekanisme tanggung jawab pelaksanaan pelaksana tingkat satuan sekolah dalam 
melaksanakan tata kelolah dana Program Pendidikan Gratis yaitu 
1) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dan apabila berlebih dari 




2) Mengindentifikasikan data sekolah bersama dengan komite sekolah dan 
menyampaikan kepada tim pengendali kabupaten/kota melalui penanggung 
jawab kecamatan 
3)   Melakukan verifikasi dana penerimaan bantuan program 
5)   Mengelolan dan program secara bertanggung jawab dan transparan 
6) Mengemukkan daftar komponen yang dapat dan tidak dibiayai serta 
penggunaan dana program di sekolah menurut komponen dan besaran dana 
pada papan pengumuman di sekolah 
7)   Pertanggung jawab terhadap penggunann dana  
8)  Memberikan pelayanan dan penanganan pangaduan masyarakat 




Tugas dan tanggung jawab tim pengendali Program Pendidikan Gratis 
tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat satuan sekolah dalam melaksanakan 
tata kelolah dana Program Pendidikan Gratis dilaksanakan secara efektif, efisien dan 
bertanggung jawab.  
E. Wajib Belajar  
Pendidikan merupakan kebutuhan primer dan mempunyai peran yang sangat 
strategis bagi manusia dalam mempertahankan kehidupannya, hanya manusia 
berpendidikan yang mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan 
yang senantiasa terjadi setiap saat. Oleh sebab itu, jika terjadi depresiasi terhadap 
kebutuhan pendidikan, maka sendi-sendi kehidupan umat manusia secara global 
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akan mengalami instabilitasi yang secara pasti berpengaruh terhadap kebutuhan 
manusia lainya. Pendidikan membawa pada suatu pola hidup yang sistematis sebagai 
bagian internal dari proses melangsungkan hidup.
34
 
Kebutuhan dasar akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi 
akibat multi krisis yang dialami oleh masyarakat Indonesia sehingga pendidikan 
dasar sembilan tahun harus terwujud di mana tak lepas dari tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat.   
Pendidikan dalam kaitannya ini dilakukan sejak manusia berada dalam usia 
yang sangat dini (dalam kandungan sang ibu) kemudian terus berproses sampai 
mencapai usia dewasa. Proses pendidikan ini bahkan berlangsung tanpa dibatasi usia, 
kata Jhon Dewey disebut long life educatioan. Pada prinsipnya bahwa  pendidikan 
merupakan proses yang berkelajutan dan tidak mengenal titik akhir, ini artinya 
bahwa berakhirnya pendidikan berarti berakhir pula kehidupan.
35
 
Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan 
sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. 
Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat 
mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan. Setiap orang 




Perkembangan pola kehidupan pada setiap zaman terus mengalami perubahan 
sebagai konsekuensi atas kebutuhan hidup yang terus meningkat. Setiap saat 
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berusaha untuk meningkatkan kuliatas diri dengan berbagai cara dalam proses 
pendidikan dikenal tiga konsep dasar yang digarap, yaitu afektif, kongnitif, dan 
psikomotorik.  
Tiga aspek ini merupakan kehidupan yang holistik bagi seseorang sehingga 
setiap saat dan pada posisi apapun dapat memberikan respon positif bagi proses 
hidup yang prima jika ketiga aspek dapat digarap dengan baik maka individu akan 
bisa mengaplikasikan seluruh seluruh kemampuannya untuk memecahkan masalah.  
Tiga aspek dasar, attitude, skill, dan knowledge merupakan materi garapan 
paling utama dalam proses pendidikan dan pengajaran sebab tujuan utama proses 
pendidikan adalah melakukan perubahan secara sistematis dan berkesinambungan 
dalam kehidupan dengan menggarap ketiga aspek tersebut, maka secara teknis 
seluruh aspek dasar kehidupan dapat menjadi bekal hidup yang aplikatif. 
1. Pendidikan Attitude 
Aspek pertama yang diberikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran 
adalah attitude, yaitu nilai-nilai positif dalam kehidupan yang harus dimiliki peserta 
didik agar melakukan interaksi yang baik dalam kehidupan kemasyarakatannya. 
Aspek ini dapat dikelompokan pada asfek afektif yaitu bidang garapan yang 
mencoba membahas nilai-nilai positif dalam kehidupan.  
Sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
membimbing anak dalam upaya peningkatan kualitas attitude sehingga menjadi 
sosok yang prima dalam kehidupannya.  
2. Pendidikan Skill 
Skill adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Kemampuan ini merupakan self branding (merek diri) masing-
40 
 
masing personal sehingga mampu menjadi pendukung kehidupannya. Dalam 
kehidupan skill sangat dibutuhkan sebab hanya dengan skill yang tinggi dan prima 
serta lengkap, maka seseorang mempunyai kesepatan hidup lebih baik. Dalam proses 
pendidikan dan pembelajaran skill masuk dalam ranah psikomotorik pendidikan. 
3. Pendidikan Knowledge 
Pendidikan knowledge mengedepankan rana pengetahuan sebagai bekal 
peserta didik sehingga dapat mengetahui berbagai aspek kehidupan sehingga pada 
saat mereka berada dimasyarakat, mereka dapat menghadapi setiap masalah terkait 
dengan pengetahuan yang dipelajari disekolah pengetahuan ini lebih ditekankan 
pada penguasaan konsep-konsep materi pembelajaran hidup sebab prinsip dasar 




Jika proses pendidikan tidak berjalan dengan baik, yang terjadi adalah 
pengingkaran terhadap hakikat hidup manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, upaya 
untuk memperlancar proses pendidikan merupakan kewajiban, bukan saja menjadi 
kewajiban pemerintah, melainkan juga bagi semua masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi: “tiap-tiap 
warga negara berhak mendapatkan pengajaran,”38 dan Undang-Undang RI Nomor 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 
Ayat I mendeskripsikan bahwa: 
Setiap warga negara mmpunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 
yang bermutu, bahkan pada Pasal 6 Ayat 1 dideskripsikan bahwa warga negara 
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Sesuai dengan anjuran dan jaminan di atas, maka semua anak berhak 
mendapatkan pendidikan teruma pendidikan dasar bagi anak usia sekolah yaitu usia 
6-15 tahun yang sering dikenal dengan istilah wajar (wajib belajar) 9 tahun.  
Untuk mewujudkan hak dasar tersebut, pemerintah wajib menyelenggarakan 
suatu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan berkesinambungan yang dapat 
menjamin hak dasar bangsa Indonesia semua anak usia sekolah dapat memperoleh 
pendidikan yang layak. 
Kenyataannya anak usia sekolah masih banyak yang tidak menikmati 
pendidikan terutama tingkat sekolah dasar oleh karena keadaan ekonomi yang serba 
sulit dan biaya pendidikan yang mahal serta biaya kebutuhan sehari-hari yang tidak 
cukup memaksa sebagaian orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya. 
Kebanyakan anak diarahkan untuk membantuh orang tuanya mencari nafkah dari 
pada mengikuti pembelajaran di sekolah. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah 
dan angka droup out sekolah masih tergolong tinggi. 
a. Fungsi dan Tujuan Wajib Belajar  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar pada Bab II Pasal 2 Ayat I  dan 2 didekripsikan bahwa:  
Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. 
Ayat II dideskripsikan bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan 
minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi 
dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
40
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Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting terutama bagi 
generasi. Terkait dengan pendidikan, hal yang mendasar adalah memberikan 
pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat mengembangkan potensinya. 
b.  Pendidikan Dasar 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Balajar pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 mendeskripsikan bahwa: 
Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 




Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab VI, Pasal 17 Ayat 1 dan 2 mendeskripsikan bahwa: 
Pendidikan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menegah (ayat II) mendeskripsikan pendidikan dasar 
berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain 
yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrsah 
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
42
  
Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan 
selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau 
satuan pendidikan yang sederajat dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas agar program wajib belajar dapat 
terlaksana dengan baik dan menghasilkan out put yang berkualitas dan mampu 
meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Komponen pendidikan dasar terdiri 
dari beberapa yaitu: 
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1. Manajemen Sekolah  
Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki 3 unsur pokok. 




Istilah manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan istilah adminitrasi 
sekolah. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen intergral dan tidak 
dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan alasannya tanpa 
manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, 
efektif dan efisien.  
Menejemen berbasis sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 
minat peserta didik, guru-guru serta kebutuhan masyarakat setempat untuk itu, perlu 
dipahami fungsi pokok manajemen yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan bimbingan dalam prakteknya keempat pokok menejemen tersebut merupakan 
suatu proses yang berkesinambungan.
44
 
Kesadaran akan pentingnya menejemen berbasis sekolah yang memberikan 
kewenangan penuh kepada kepala sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan 
pengajaran dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggung- 
jawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber insani serta barang-barang 
untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan sekolah.  
2. Kurikulum  
Gryson dalam E. Mulyasa mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu 
perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran.  
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Kurikulum dapat diartikan sebagai program suatu jenjang pendidikan. Undang-
Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 
Ayat 19 mendeskripsikan bahwa: 
Kurikulum adalah seperangkap rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 




Kurikulum itu harus sesuai dengan falsafah dan cita-cita bangsa, 
perkembangan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dan 
tuntunan masyarakat terhadap kualitas lulusan satuan pendidikan.
46
 Kurikulum 
dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang penting, karena kurikulum 
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kualitas keluaran dan 
efektifitas pelaksanaannya antara lain ditentukan oleh kurikulum yang telah disusun 
sebelumnya. 
3. Peserta didik 
Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional  Bab 1 Pasal 1 Ayat 4  dideskripsikan bahwa:  
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 




Peserta didik juga dapat didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan 
memiliki sejumlah potensi dasar dan masih perlu dikembangkan. Potensi dimaksud 
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umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu kongnitif, afektif, psikomotorik.
48
 Peserta 
didik memiliki 4 karakteristik yaitu:  
a) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan 
makhluk yang unik. 
b) Individu yang sedang berkembang 
c) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. 
d) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.
49
 
Keempat karakteristik di atas mutlak dimiliki oleh peserta didik untuk 
mengasa potensi kongnitif, afektif dan psikomotorik. 
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.  
a) Tenaga pendidik atau guru adalah orang yang pekerjaannya atau propesinya 
mengenai keguruan. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
Bab I Pasal I Ayat I dideskripsikan bahwa: 
Guru adalah pendidik propesionol dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 




Guru adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para 
murid dibandingkan propesi lainnya di sekolah. Sehingga guru dituntut untuk  
memiliki  kompotensi profesional. 
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Pelaksanaan tugas utama guru membutuhkan persyaratan dalam Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 
dideskripsikan bahwa: 
Guru wajib memilki kualifiasi akademik, kompetensi, sertifikasi  pendidik, 




Pelaksanaan tugas utama guru membutuhkan persyaratan. Karenannya, 
perundang-undangan menekankan bahwa guru wajib memiliki kualifiasi akademik, 
kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu isi 
persyaratan tersebut bahwa guru wajib memiliki kompetensi yaitu kompetensi 
pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.   
Salah satu isi persyaratan tersebut bahwa guru wajib memiliki kompetensi 
Dawam Rahadrjo dalam Mappanganro menyatakan bahwa kompotensi yang harus 
dimiliki oleh guru adalah memiliki penguasaan di bidang keilmuan tertentu yang 
akan diajarkan di depan kelas, dapat melaksanakan tugas profesionalnya sebagai 
guru, memiliki sikap kemandirian, kemampuan untuk mengubah kemampuan 
kongnitif, afektif dan psikomotorik dan kemampuan eksploratoris.
52
 
Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV  
Pasal 10 Ayat I mendeskripsikan bahwa: 
Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
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Guru sebagai pekerjaan profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan 
keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di 
luar bidang kependidikan. Pendidik/guru akan mampu memenuhi tugas-tugasnya 
dengan sebaik-baiknya, bila memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat-syarat 
pendidik meliputi: 
1) Agar mampu menjalakan tugas mendidik, pendidik harus dewasa terlebih 
dahulu dalam ilmu pendidikan seorang dikatakan dewasa untuk laki-laki bila 
sudah berusia 21 tahun, dan 18 tahun untuk wanita. Bagi pendidik/guru 
sekolah umur yang dipersyaratkan 18 tahun. 
2)  Kesehatan bagi pendidik wajib sehat jasmani dan rohani.  
3) Keahlian/skill adalah syarat mutlak yang menjamin berhasil suatu pekerjaan.  
proses pendidikan pun akan berhasil dengan baik jika pendidik/guru 
mempunyai keahlian, skill dan mempunyai kecakapan yang memenuhi 
persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pendidik/guru harus 
memiliki ijazah. Ijazah inilah yang menjamin bahwa pendidik tersebut benar-
benar mempunyai pengetahuan, keahlian/skill sesuai denagan tugasnya. 
4) Kesusilaan atau dedikasi adalah syarat mutlak bagi seorang pendidik sebagai 
konsekwensi dari rasa tanggung jawab, agar mampu melaksanakan tugasnya 




Ketika pendidik/guru sudah memenuhi persyaratan sebagai pendidik/guru 
secara otomatis mampu menjalakan peranannya untuk 1) memelihara, mengatur 
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prasarana untuk menciptakan suasana belajar yang menggembirakan 2) memelihara 
dan mengatur sasaran pembelajaran yang berorientasi pada keberhasilan siswa dalam 
belajar, 3) mengorganisai belajar siswa sesuai dengan sarana dan prasarana secara 
tepat guna.  
Kondisi tersebut menuntut siswa juga ikut berperan untuk 1) ikut serta 
memelihara dan mengatur sarana dan prasarana secara baik, 2) berperan aktif dalam 
memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat guna, 3) menghormati madrasah 
sebagai pusat pembelajaran dalam rangka pencerdasan generasi muda bangsa.
55
 
Pendidik  dan peserta didik memiliki peran yang urgen dalam satuan pendidikan dan 
dituntut secara optimal mampu menjalankan peranannya. 
b) Tenaga Kependidikan  
Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab XI Pasal 39 Ayat 1 mendeskripsikan bahwa: 
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminitrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuan pendidikan.
56
 
Tenaga kependidikan memiliki rangakaian kegiatan dalam penyelenggaraan 
pendidikan yang berkaitan dengan input, proses, output, dan outcame yang 
menjamin bahwa pendidikan telah memenuhi kualitas.  
5. Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 Ayat 1 mendeskripsikan bahwa: 
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Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyedikan sarana dan 
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 




Sarana dan prasarana yang meliputi gedung, perabotan, peralatan pendidikan, 
media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 
perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 
teratur dan berkelanjutan. 
6. Pengorganisasian 
Pengorganisasian merupakan fungsi adminitrasi yang dapat disimpulkan 
sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar 
diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama.
58
   
Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan dan menyusun 
macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-
orang (staf) pada kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi 
lingkungan (keperluan kerja) dan penunjukan hubungan wewenang yang 
didelegasikan terhadap setiap orang yang berhubungan dengan pelaksanaan setiap 
kegiatan yang diharapkan.  
7. Pembiayaan  
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 
langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut 
terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk 
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merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan 
pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
59
   
Sumberdaya yang dianggap penting adalah biaya. Biaya dipandang ibarat 




Senada dengan pernyataan di atas pembiayaan merupakan salah satu 
komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 
penyelengaraan pendidikan (di sekolah/madrasah). 
 Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang 
sangat menentukan.
61
 Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan 
peranan biaya sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan  
sekolah atau madrasah tidak akan berjalan secara optimal.  
8. Peran serta masyarakat  
Hubungan dan kerjasama sekolah dan masyarakat sangat diperlukan dalam 
memajukan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Karena esensi hubungan 
sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, 
kepemilikian, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan 
finansial. 
                                                          
59
E. Mulyasa, op. cit., h. 47. 
60
Tim Dosen Adminitrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 
Pendidikan  (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 255.  
61
 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah (Cet. II; Bandung: PT. 
Remaja  Rosdakarya, 2004), h. 3. 
51 
 
Masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaran 
pendidikan di sekolah. Hal tersebut tergantung pada apa dan bagaimana 
sekolah/madrasah melakukan pendekatan dalam memberdayakan masyarakat 
sebagai mitra penyelenggaran pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh 
Brownell dalam Husaini Usman menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat 
tentang program merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan.
62
  
Bentuk partisipasi masyarakat digolongkan dalam tiga bagian yaitu: 
partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperang serta yang dilakukan secara 
mandiri oleh pelakukanya, partisipasi mobilisasi, partisipasi seremoni.
63
 Bidang 
pelayanan gratis yang diharapkan dilakukan oleh pihak sekolah meliputi beberapa 
hal pokok yang sangat krusial bagai orang tua sebagai berikut: penerimaan siswa 
baru, kegiatan siswa, penyediaan sarana dan prasarana, pengesahan ijazah. 
c. Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Strategi Pencapaiannya  
Muhammad Rifai menyatakan untuk menyukseskan program wajib balajar, 
ada beberapa sasaran dan strategi pelaksanaan yaitu: Peningkatan daya tampung 
SLTP/MTs melalui penambahan ruang kelas dan gedung baru dan mengoptimalkan 
pendayagunaan ruang kelas secara bergiliran dan pembangunan SLTP/MTs baru 
untuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses serta membangun SD/MI dan 
SLTP/MTs satu atap.
64
 Beberapa sasaran dan strategi wajib belajar merupakan 
langka awal dalam menyuskeskan program kebijakan ini. 
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F. Kerangka Pikir 
Kegiatan penelitian memerlukan alur kerja yang jelas agar dalam 
pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, dan penyimpangan, maka 
peneliti perlu menyusun kerangka pikir sebagai dasar dan panduan mulai dari tahap 
persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap akhir atau pelaporan. Lebih jelasnya dapat 
dilihat gambar berikut ini: 














Gambar. 1 . 2 Kerangka Pikir 
Penelitian ini diawali dengan menelaah dan menganalisis landasan yuridis 
formal dan gambaran implementasi Program Pendidikan Gratis serta realitas wajib 
belajar sebelum dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan Gratis di MI 
No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Undang-Undang  Dasar 1945 
Undang-Undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-Undang  RI  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2010  tentang Wajib Belajar 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan 






    Implementasi Program Pendidikan Gratis dan realitas wajib sebelum dan sesudah 
diimplementasikan Program Pendidikan Gatis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone  
 
Solusi implementasi Program Pendidikan Gratis 
 
Mewujudkan wajib belajar di MI No 2 Bajoe dan 
MTs al-Amir Fil Jannah  Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone 
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Kabupeten Bone. Selanjutnya faktor pendukung, penghambat dan solusi Program 
pendidikan Gratis dalam mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe dan al-Amir 
Fil Jannah Kecamatan Tanente Riattang Timur Kabupaten Bone yang bersumber 
dari dana RAPBN dan RAPBD yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Narbuko 
dalam bukunya, yang berjudul metode penelitian, mengungkapkan bahwa penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menyajikan data, menganalisis, dan 




Sedangkan Bogdan dan Tailor dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa 
metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
2
 Penelitian 
ini berupaya mengungkap dan menggambarkan konsep implementasi Program 
Pendidikan Gratis dalam mewujudkan wajib belajar di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif analisis yaitu 
menggambarkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang 
diperoleh dalam implementasi Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone. 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi 
Selatan. Lokasi ini menjadi pilihan penelitian karena setelah melakukan survei awal 
penulis menemukan keunikan dan kelebihan serta kelemahan terhadap Program 
Pendidikan Gratis. 
B. Pendekatan Penelitian  
1. Pendekatan Manajerial  
Pendekatan ini digunakan untuk melihat sistem menejerial implementasi 
Program Pendidikan Gratis.  
2. Pendekatan Sosiologis  
Pendekatan sosiologis adalah peneliti menggunakan logika-logika dan teori-
teori sosial baik teori klasik maupun modern untuk meggambarkan fenomena sosial 
keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
3
 Pendekatan 
dengan menerapkan teori-teori sosiologi. Pendekatan ini digunakan karena 
penelitian ini akan mengungkap fenomena sosial. Fenomena sosial tersebut 
diasumsikan sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi penyelenggaraan 
kegiatan yang hendak diteliti. 
C. Sumber Data 
Data primer yang diperoleh di lokasi penelitian berupa hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang 
relevan dan instansi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
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dari informan dari lokasi penelitian. Untuk menjaring data primer yang berkaitan 
dengan penelitian ini maka penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai 
dilakukan dengan cara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 
tertentu, sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan subjek yang menguasai 
permasalahan maupun fokus penelitian.  
Moleong mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel 
acak, tetapi sampel bertujuan atau purposive sampel.
4
 Sumber data dalam penelitian 
ini adalah informan yang terkait dengan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis 
kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa serta komite madrasah di MI No. 2 
Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe   
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui 
pengkajian dokumen atau literatur. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 
melalui studi kepustakaan. Studi kepustaakaan dimaksudkan untuk memperoleh data 
sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik melalui buku, laporan, 
makalah, hasil penelitian, maupun bahan lainnya yang berasal dari lokasi penelitian 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
lapangan. Bokdam dan Biklen dalam Djam’an Satori dan Aan Qamariah bahwa 
intrumen penelitian adalah merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian.
5
 
Penulis mengemukakan beberapa pedoman instrumen dalam penelitian, hal 
ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
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kebenarannya. Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat bantu yang 
dapat digunakan dalam penelitian untuk mengukur dan mendapatkan data yang 
diteliti antara lain: 
1. Pedoman Observasi 
Pedoman observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala praktik yang kemudian 
dilakukan pencatatan.
6
 Observasi yang dimaksud oleh penulis adalah untuk 
mengamati dan melihat implementasi Program Pendidikan Gratis dalam 
mewujudkan wajib belajar di MI No 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
2. Pedoman Wawancara 
Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan dalam 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung 
dari informan. S. Margono Mengemukakan bahwa wawancara adalah mengajukan 
pertayaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya adalah kontak 
langsung dengan tatap muka antara peneliti dan informan.
7
 Wawancara yang 
dilakukan secara langsung bersama informan dengan tujuan untuk mendapatkan data 
yang jelas, akurat, terinci dan mendalam. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan oleh penulis sendiri yang langsung terjun ke 
lapangan agar dapat memahami kenyataan yang terjadi di lapangan sesuai dengan 
konteksnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persepsi yang salah terhadap 
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masalah dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan pada 
natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan 
data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi (observation) 
Marshall dalam Lexy J. Moleong mengatakan bahwa “Through observation 
the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior” 
melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku 
tersebut.
8
 Observasi dilakukan secara sengaja dan langsung ke objek yang diteliti 
guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap masalah yang diteliti. 
Pengamatan dilakukan berdasarkan suatu pedoman yang telah dibuat guna 
mengarahkan observasi tersebut. Pedoman observasi terdiri atas daftar gejala atas 
peristiwa yang diamati. 
2. Wawancara Mendalam (in-depth interviewing) 
Wawancara berupa pertemuan secara berulang-ulang dengan informan yang 
diarahkan pada pemahaman informasi dalam hal kehidupan yang diungkapkan 
dengan bahasa informan sendiri.
9
 Wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data dengan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi 
atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonsentrasikan ke dalam topik 
tertentu.
10
 Wawancara dilakukan dengan tanya jawab terstruktur secara langsung 
kepada informan guna memperoleh data yang akurat. 
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Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data atau informasi melalui 
dokumen, laporan, dan catatan tertulis menyangkut masalah yang sedang dikaji.
11
 
Dokumentasi merupakan pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh 
melalui wawancara mendalam. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif. Data 
berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 
kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Adapun 







Gambar 1. 3: Analisis data model interaktif 
1. Pengumpulan Data 
Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi pre-
eliminary yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena 
yang diteliti itu benar-benar ada. Studi pre-eliminary sudah termasuk dalam proses 
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pengumpulan data. Pada Studi pre-eliminary, peneliti sudah melakukan wawancara, 
dan lain sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data. Pada saat peneliti 
melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian, dengan 
responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan, bahkan 
ketika peneliti berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, semua itu 
merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. 
2. Reduksi Data (data reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 
pada hal-hal penting dan mencari tema juga pola data. Hal tersebut, dilakukan 
karena data yang diperoleh jumlahnya banyak dalamnya yang rumit. 
3. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian 
singkat, hubugan antara kategori, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja 
selanjutnya. 
4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 
Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi 
apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan 
merupakan kesimpulan yang kredibel.
12
 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal penelitian, tetapi bisa 
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juga tidak karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang 
setelah peneliti berada di lapangan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pada proses ini di maksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang di lakukan penulis 
dalam proses ini adalah dengan triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Mengenai triangulasi data 
dalam penelitian ini, ada dua yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber data, 
dan trianggulasi dengan teknik.
13
  
1. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek 
ulang dan cek silang), mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua 
atau lebih sumber informan dengan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam 
waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan 
informasi satu dengan informasi lainnya. 
2. Adapun Triangulasi dengan teknik ini dilakukan dengan dua cara: 
a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya 
b. Membandingankan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 
Membandingkan hasil wawancara yang pertama dengan wawancara 
berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini untuk mengetahui alasan-alasan 
terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. 
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ANALISIS DINAMIKA PENDIDIKAN GRATIS DALAM MEWUJUDKAN 
WAJIB BELAJAR  DI MI NO. 2 BAJOE DAN MTS AL-AMIR FIL JANNAH 
BAJOE 
A. Profil MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
1. MI No. 2 Bajoe 
a. Lokasi MI No. 2 Bajoe 
MI No. 2 Bajoe adalah sebuah lembaga pendidikan yang berdiri sejak tahun 
1960 dengan status madrasah swasta dan telah terakreditasi B pada tahun 2007 
Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111273080002 dan Nomor Identitas Madrasah 
Nasional (NISN): 1521907230002. MI No. 2 Bajoe terletak di Jalan Cakalang 
Nomor 3 Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
1
 
Madrasah ini berada di daerah pesisir Bajoe dan posisinya sangat strategis karena 
berada di tengah pemukiman padat penduduk dan madrasah tersebut masih berstatus 
swasta, tetapi mutunya tidak jauh beda dengan sekolah yang berstatus negeri.       
b. Keadaan Siswa MI No. 2 Bajoe 
Jumlah siswa MI No. 2 Bajoe tahun pelajaran 2011/2012 seluruhnya 
bejumlah 246 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki berjumlah 104 orang dan 
perempuan 142orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Keadaan Siswa MI No. 2 Bajoe Tahun 2011/2012 
Sumber Data: Kantor MI No. 2 Bajoe, 15 Maret 2012.
2
 
Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa siswa di MI No. 2 Bajoe adalah 
bejumlah 246 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dan mayoritas siswa 
berasal dari keluarga tidak mampu. 
c. Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan MI No. 2 Bajoe 
Secara singkat dapat dipaparkan bahwa jumlah keseluruhan guru dan 
pegawai yang bertugas di MI No. 2 Bajoe adalah sebanyak 18 orang dengan rincian 4 
guru laki-laki termasuk ketua yayasan dan bujang dan 13 orang guru perempuan 
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Lihat Profil MI No. 2 Bajoe, Tahun Pembelajaran 2011/2012, 15 Maret 2012. 
NOMOR KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH 



















































Keadaan Gurudan Pegawai MI No. 2 Bajoe 
Sumber Data: Dokumen kantor MI No. 2  Bajoe,  Tahun Pembelajaran 2011/2012.
3 
Data dari tabel di atas dapat dilihat Bahwa guru yang mengajar di MI No. 
2Bajoe adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan SMA/MAN, Diploma, 
Strata satu (S1) mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing. 
d. Keadaan Sarana dan Prasarana MI No. 2 Bajoe 
Sarana dan prasarana adalah merupakan salah satu faktor yang menunjang 
terlaksananya proses pembelajaran, misalnya fasilitas gedung yang memadai, alat-
alat pengajaran yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Demikian pula 
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Lihat Profil MI No. 2 Bajoe, Tahun Pelajaran 2011/2012, 15 Maret 2012. 
Nom
or 






















H. Alimuddin Nabire 
Hj.St.Narwah. S.Pd.I 
Hamzah, S. Pd. I. 
Rumiati, S. Pd. 
Fatmawati, S. Pd. 
Surianti, S. Pd. I. 
Nurfida, S. Pd. I. 
Husniar, S. Pd. I 
Muh. Anzar, S. Pd.I. 
Faridah, Pd. I. 
Marwah Jafar S.Pd.I 
Asyraf A.Ma. 
Ria Nomorvaria. S.Pd. 
Nurul S.Pd. I 
Samsurya. S.Pd.I. 
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halnya di MI No. 2 Bajoe, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di 
bawah naungan kementerian Agama juga memiliki fasilitas pembelajaran. fasilitas 
pembelajaran yang penulis maksudkan adalah berupa fasilitas fisik yang meliputi 
sarana dan prasarana pendididkan MI No.2 Bajoe dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 3 
Sarana dan Prasarana di MI No.2 Bajoe Tahun Pelajaran 2011/2012 
























 Ruang Kepala Madrasah 
 Lemari 
 Meja  
 Kursi  
 Kursi Tamu 
 Papan Potensi 
 Papan Pengumuman 
 Gambar Presiden dan Wakilnya  
 Ruang Kelas 
 Meja Siswa 
 Kursi Siswa 
 Jam Dinding 
 Meja dan Kursi Guru 
 Papan Tulis 
 Gambar Presiden/Wakil 
 Ruang Perpustakaan 
 Rak Buku 
 Meja 
 Meja Petugas 
 Kursi Baca 

















































Sumber Data: Kantor MI No. 2 Bajoe,Tahun Pembelajaran 2011/2012.
4
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Data dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana di MI No. 
2 Bajoe masih kurang hal ini dapat dilihat masing-masing kelas yang tidak sesuai 
dengan standar dan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di madrasah tersebut. 
 
2. MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
a. Lokasi MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe sebuah lembaga pendidikan yang berdiri sejak 
tahun 1994, dengan status madrasah swasta (paket B). MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe terletak di Jalan Kesehatan Nomor 18 Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone.
5
 Lokasi ini menjadi pilihan penelitian karena 
setelah melakukan survei awal penulis menemukan keunikan dan kelebihan terhadap 
Program Pendidikan Gratis dan madrasah ini berada di daerah pesisir Bajoe dan 
posisinya sangat strategis karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. 
b. Keadaan Siswa MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Adapun Jumlah siswa MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe tahun pelajaran 
2011/2012 seluruhnya berjumlah 141 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 
berjumlah 64 dan wanita77 orang.
6
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 4 
Keadaan Siswa MTs al-Amir Fil Jannah Tahun Pelajaran 2011/2012 
NOMOR KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH 
LAKI-LAKI WANITA 
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Lihat Profil MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe, 17 Maret 2012. 




























JUMLAH 64 77 141 
Data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa siswa di MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe dan adalah orang-orang yang berlatar belakang dari berbagi Sekolah Dasar 
(SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sebagaian besar berasal siswa berasal dari 
keluarga miskin 
c. Keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Secara singkat dapat dipaparkan bahwa jumlah keseluruhan guru dan tenaga 
kependidikan yang bertugas di MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe adalah sebanyak 24 
orang dengan rincian 8 orang guru laki-laki dan 16 orang guru perempuan. Untuk 
lebih lajut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 5 
Keadaan gurudantenaga kependidikan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe  
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Sumber Data: DokumenkantorTata Usaha MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe
7 
Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa guru/tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang bertugas di MTs al-Amir Fil Jannah adalah orang-orang yang 
berlatar belakang pendidikan SMA, SI dan S2 dari beberapa universitas dan 
sekolah/madrasah yang berbeda-beda serta mempunyai keahlian dibidang masing-
masing. 
d. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kelangsungan proses pembelajaran tidak saja ditentukan oleh peserta didik 
dan pengajar yang profesional, akan tatapi ditentukan pula oleh  tersediannya sarana 
dan fasilitas yang cukup memadai. Demikian pula halnya di MTs al-Amir Fil Jannah 
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Bajoe, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal dibawah naugan 
Kementerian Agama juga memiliki fasilitas pembelajaran yang menunjang untuk 
pencapaian pendidikan yang bermutu dan berkualitas. fasilitas pembelajaran yang 
penulis maksudkan adalah berupa fasilitas fisik yang meliputi sarana dan prasarana 
pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 6 
Sarana dan Prasarana di MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Tahun Pembelajaran 
2011/2012 
















 Ruang Kepala Madrasah dan ruang guru 
 Lemari 
 Meja  
 Kursi  
 Kursi Tamu 
 Papan Potensi 
 Papan Pengumuman 
 Gambar Presiden dan Wakilnya 
 Ruang Kelas 
 Meja Siswa 
 Kursi Siswa 
 Jam Dinding 

















































 Papan Tulis 
 Gambar Presiden/Wakil 
 Ruang Perpustakaan 
 Rak Buku 
 Meja 
 Meja Petugas 
 Koleksi buku 
  Ruang UKS 
 Ruang OSIS 









































Sumber Data: Dokumen kantor Tata Usaha MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe.
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Tabel di atas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana di MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe masih kurang hal ini dapat dilihat belum tersedianya ruang yang 
bersifat urgen  dan banyaknya hal-hal yang perlu dibenahi di madrasah tersebut. 
B. Gambaran Implementasi Program Pendidikan Gratis dalamMewujudkan Wajib 
Belajar  di MI No. 2 Bajoe dan MTs Al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Program Pendidikan Gratis adalah konsep yang sering didengar, diucapakan, 
tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Pendidikan gratis dapat dimaknai 
sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di 
madrasah,dengan upaya tersebut diharapkan membuka akses yang luas bagi 
masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak bagi setiap warga 
negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memajukan 
kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diharapkan menjadi 
salah satu instrumen untuk menuntaskan wajib belajar. Upaya untuk memperdalam 
informasi tentang pengalokasian dan  pembiyaan anggaran Program Pendidikan 
Gratis, penulis menanyakan kepada beberapa informan antara lain Hj. ST. Narwah 
kepala MI No. 2 Bajoe mengatakan bahwa: 
Kebijakan pemerintah tentang DanaPendidikan Gratis (DPG) di madrasah 
sangat membantu proses pembelajarankarena anggaran dana Program 
Pendidikan Gratis yang ada di didukung oleh anggaran-anggaran pendidikan 
yang sudah ada sebelumnya yang dikucurkan oleh pemerintah seperti program 
Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa. dengan adanya DPG dan 
BOS, tentu akan sangat membantu pelaksanaan Program Pendidikan Gratis.
9
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Hj. ST. Narwah, (42 tahun), Kepala MI No. 2 Bajoe, Wawacara, Bone, 20 Maret 2012. 
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Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Program Pendidikan Gratis yang ada 
di madrasah merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan khususnya di Kabupaten Bone. Hal tersebut terbukti dari persepsi yang 
dikemukakan oleh  Hj. ST. Narwah bahwa dengan adanya anggaran DPG dan dana 
BOS cukup membuka  ruang untuk terealisasinya Program Pendidikan Gratis.     
Pendapat senada dikemukakan Hastuti kepala MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Program Pendidikan Gratis di madrasah cukup membantu pelaksanaan 
kegiatan program madrasah yang dikelolaberdasarkan item-item tersendiri 
seperti tambahan penunjang dana BOS, bantuan biaya pembelian kelengkapan 
madrasah dan trasnportasi kepada murid miskin dan berprestasi dalam bentuk 
beasiswa, Insentif (kepala madrasah dan guru, pelaksanaan 
remedial/pengayaan 2 kali setahun, bendahara, bujang, keamanan, tapi 
pengalokasiannya ke madrasah kurang efektif dibanding dana BOS sehingga 
dana pendidikan gratis masih dianggap sebagai suplemen.
10
 
Hal ini berarti anggaran pendidikan gratis berbeda dengan dana BOS, 
meskipun keduanya diperuntukkan sebagai bantuan oprasional madrasah untuk 
menunjang terciptanya iklim pendidikan yang memadai. Pernyataan Hastuti 
menunjukkan alokasi anggaran pendidikan gratis di MTs al-Amir Fil Jannah masih 
dianggap suplemen bagi dana BOS, karena pengelolaannya kurang efektif, misalnya 
anggaran yang kurang dan sering terlambat dikucurkan oleh pemerintah. 
Begitu pula hasil wawancara dengan Darmawati bendahara Dana Pendidikan 
Gratis (DPG) MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Pengalokasian dana pendidikan gratis khususnya di MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe masih belum efektif karena alokasi anggaran untuk setiap item tidak 
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Pada tahap I bulan Oktober 2011 item yang menerima DPG adalah 
honoriumKepala Sekolah/wakil, insentif TU dan jam mengajar, belanja ATK. Tahap 
II Desember 2011 pembayaran honor bendahara, pembayaran trasportasi Kepala 
Madrasah dan bendahara, pembayaran insentif bujang, ATK, transportasi siswa 
miskin. Tahap III September 2011 item yang menerima DPG adalah pembayaran 
honor Kepala Madrasah/wakil, Insentif KTU, Staf TU dan Jam mengajar.  
Pendapat senada dikemukakkan oleh M. Ansar bendahara Dana Pendidikan 
Gratis (DPG) MI No.2 Bajoe mengatakan bahwa: 
Alokasi anggaran pendidikan gratis tidak dapat dinikmati oleh semua siswa 
karena alokasi anggaran dikhususkan bagi siswa miskin dan berprestasi 
meskipun sebagaian besar siswa MI No.2 Bajoe berasal dari keluarga miskin.
12
 
Alokasi anggaran yang terbatas mengakibatkan distribusi dana tumpang 
tindih setiap tahap pengucuran. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah 
dikemukakan oleh Darmawati bahwa setiap tahap pengucuran selalu saja ada item 
yang diprioritaskan berdasarkan pertimbangan pemerintah, sehingga item yang lain 
terabaikan. 
Begitu pula hasil wawancara dengan Muh. Yunus komite MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe menyatakan bahwa: 
Pendidikan gratis adalah program kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan yang 
sudah berjalan selama 4tahun terakhir ini dan keberadaannya cukup membantu 
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Darmawati, (34 tahun), Bendahara Dana Pendidikan Gratis (DPG) MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe, Wawancara, Bone,  22 Maret 2012. 
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M. Ansar, (35 tahun) Bendahara Dana Pendidikan Gratis (DPG) MI No. 2 Bajoe, 
Wawancara, Bone, 20 Maret 2012. 
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operasional madrasah meskipun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi 
dalam pengalokasian dan pengelolaan anggarannya.
13
 
Pendapat senada dikemukakkan oleh Sahri orang tua siswa MI No. 2  Bajoe 
mengatakan bahwa: 
Pendidikan gratis mulai terdengar dan didengung-dengunkan sejak tahun 
2007/2008 pendidikan gratis dan kesehatan dijadikan slogan salah satu partai 
politik. Dampak yang dirasakan setelah kebijakan pendidikan gratis 
diberlakukan pada tahun 2009 cukup membatu para siswa yang tergolong 
memiliki tingkat ekonomi lemah karena sudah tidak ada pungutan dari 
madrasah misalnya pembayaran SPP dan sumbagan-sumbagan pembangunan.
14
 
Pengetahuan orang tua siswa MI No. 2 Bajoe mengenai Program Pendidikan 
Gratis diawali dari aspek politik sejak tahun 2007/2008 pemerintah daerah Sulawesi 
Selatan menjadikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis sebagai slogan untuk 
menarik perhatian masyarakat. Meskipun kenyataannya Program Pendidikan Gratis 
masih perlu dikaji ulang agar masyarakat tidak salah persepsi yang menganggap 
pendidikan gratis berarti semua yang terkait dengan pendidikan akan digratiskan.  
Senada dengan pendapat tersebut Hj. Fitriani orang tua siswa al-Amir Fil 
Jannah Bajoe mengemukakan bahwa  
Berlakunya Program Pendidikan Gratis tersebut cukup membantu para 
orangtua siswa, terutama dalam hal pembiyaan SPP dan pembelian buku paket 
serta jenis pembayaran yang lain, Namun masih perlu ditingkatkan 




Hal tersebut berarti bahwa harapan orang tua khususnya di al-Amir Fil 
Jannah Bajoe terhadap pengelola Program Pendidikan Gratis agar merubah total 
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Muh. Yunus, (54 tahun) Komite MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe, Wawancara, Bone, 21 
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Sahri, (26 tahun) Orang Tua Siswa MI No.2  Bajoe, Wawancara, Bone, 24 Maret 2012 
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wajah pendidikan ini menjadi pendidikan yang murah dan bermutu, sehingga tidak 
lagi membebani orang tua siswa dalam urusan pembayaran madrasah.  
Begitu pula hasil wawancara dengan Irfan siswa MI No. 2 Bajoe menyatakan 
bahwa: 
Sejak saya sekolah di madrasah ini sampai sekarang sudah duduk di bangku 
kelas IV SD tidak ada iuran pembayaran yang dibebankan kepada orang tua 
kami, kami menerima beasiswa dan bantuan-bantuan yang lain seperti baju 
olaraga, seragam sekolah dan perlekapan sekolah.
16
 
Hal tersebut berarti bahwa harapan siswa khususnya di MI No. 2 Bajoe 
sangat besar terhadap Program Pendidikan Gratis. Kebijakan tersebut cukup 
meringankan beban orangtua siswa dalam mengatasi biaya pendidikan anak-anak 
mereka. 
Senada dengan hasil wawancara dengan Nur Fatwa siswi MI No. 2 Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Madrasah jarang membebani iuran pembayaran kapada kami, yang ada kami 
sering menerimah beasiswa meskipun tidak semua siswa mendapat beasiswa 




Keberadaan Program Pendidikan Gratis dinilai positif oleh siswa, tetapi 
pencapaiaan masih perlu untuk di tingkatkan agar keberadaannya dapat dinikmati 
oleh semua siswa   
Begitu pula hasil wawancara dengan siswa Abdul Malik siswa MTs al-Amir 
Fil Bajoe menyatakan bahwa 
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Irfan (11) Siswa MI No 2 Bajoe, Wawancara, Bone, 10 April 2012. 
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Nur Fatwa (12) Siswi MI No. 2 Bajoe, Wawancara, Bone, 10 April 2012. 
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Sejak Program Pendidikan Gratis di terapkan, saya bisa bersekolah tanpa 
merepotkan orang tua, namun masih banyak anak-anak di lingkungan tempat 
tinggal saya yang tidak bersekolah
18
 
Hal tersebut berarti bahwa harapan siswa khususnya di MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai hak 
dasar yang dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang yang direalisasikan 
dalam Program Pendidikan Gratis  
Senada dengan hasil wawancara dengan Zainal Abidin siswa MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe menyatakan bahwa 
Pendidikan gratis benar-benar telah membantu pendidikan kami, kami 
berharap agar Program Pendidikan Gratis terus dikembangkan agar tidak ada 
lagi anak-anak putus sekolah karena persoalan biaya dan satu hal yang 




Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Program Pendidikan Gratis 
membantu pelaksanaan proses pendidikan di madrasah, terutama dalam hal 
pembiayaan SPP bagi siswa yang kurang mampu dengan cara pemberian beasiswa. 
Program Pendidikan Gratis tidak berarti membebaskan biaya pendidikan secara 
keseluruhan, namun kebijakan tersebut cukup meringankan beban orangtua siswa 
dalam mengatasi biaya pendidikan anak-anak mereka. Namun demikian, program 
pendidikan gratis tidak serta merta mampu mempengaruhi anak usia sekolah yang 
ada di sekitar lingkungan madrasah untuk mengenyam pendidikan di madrasah 
tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan persuasif terhadap anak-anak yang 
ada di lingkungan madrasah agar berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan.  
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Abdul Malik (15)  Siswa al-Amir Fil Jannah Bajoe, Wawancara, Bone, 7 April  2012. 
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Zainal Abidin  (15) Siswa al-Amir Fil Jannah Bajoe, Wawancara, Bone, 6 April 2012. 
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Di sisi lain, Program Pendidikan Gratis sering kali dijadikan sebagai alat 
politik untuk meraih kekuasaan atau bahkan masih menjadi bahan jualan bagi para 
kandidat calon pejabat, seperti gubernur, dan bupati/walikota. Ada pameo no such a 
thing as a fren lunch (tidak ada makan siang gratis), sehingga pendidikan terkesan 
murah tetapi tidak berkualitas.  
Situasi tersebut menunjukan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi 
masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada 
saat yang sama juga memerlukan sekolah yang bermutu agar lulusan tetap mampu 
bersaing dengan lulusan madrasah yang lain, sayangnya, kedua hal itu (murah dan 
bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring dalam kasus tertentu, pemerintah daerah 
tidak mengalokasikan APBN dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional 
sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. 
Kualitas sekolah yang sudah sering diragukan akan semakin terpuruk akibat 
tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat 
harus cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis khususnya yang di janjikan 
oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya antara lain, dengan menuntut penjelasan 
yang lebih rinci tentang kebijakan tersebut hendak diimplemantasikan. 
Pendidikan gratis seharusnya membebaskan biaya pendidikan, namun 
berbanding terbalik dengan kanyataan yang ada. Hal tersebut dapat dimaklumi, 
karena pendidikan gratis memiliki item-item tersendiri seperti tambahan penunjang 
dana BOS, bantuan biaya pembelian kelengkapan madrasah dan transportasi kepada 
siswa miskin dalam bentuk beasiswa, insentif (kepala madrasah dan guru, 
pelaksanaan remedial/pengayaan dua kali setahun, bendahara, bujang, keamanan. 
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Item-item pendidikan gratis tersebut dialokasikan secara bertahap dan 
efektifitas pembiayaan sangat ditunjang oleh pengelolaan kepala madrasah, tenaga 
pendidik dan kependidikan serta komponen madrasah lainnya terhadap sistem 
pengelolaan dana pendidikan gratis di madrasah.  
Upaya untuk memperdalam informasi tentang pengelolaan anggaran Program 
Pendidikan Gratis, maka peneliti menanyakan hal ini informan. Pendapat  Hamzah 
guru MI No. 2 Bajoe menyatakan bahwa: 
Sistem pengelolaan dana pendidikan gratis di MI No. 2 Bajoe sudah baik 
kerena pengelolan anggaran di lengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (juklat), 
sehingga dalam pengelolah DPG tinggal mengikuti juklat yang ada. Upaya 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan, maka komite 
madrasah juga diberikan wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran 




Pendapat senada dikemukakan juga oleh M. Jafar guru MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe menyatakan bahwa: 
Pengelolaan dana pendidikan gratis di MTs al-Amir Fil Jannah bersifat terbuka 
dibuktikan dari hasil laporan pentanggung jawaban (LPJ). Setiap pengucuran 
anggaran pendidikan gratis, maka kepala madrasah dan bendahara 
mengundang seluruh guru dan tenaga kependidikan di madrasah untuk rapat 
tentang penggunaan anggaran pendidikan gratis.Hal tersebut dilakukan sebagai 
bentuk akuntabilitas dan keterbukaan terhadap warga madrasah.
21
 
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa anggaran pendidikan gratis di 
MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe dikelola berdasarkan petunjuk teknis 
dari pemerintah. Di samping itu, pengelolaan anggaran pendidikan gratis juga sangat 
mengedepankan sistem keterbukaan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap 
warga madrasah. Hal tersebut, dibuktikan dengan memberikan ruang kepada komite 
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Hamzah, (33 tahun) Guru MI No. 2 Bajoe, Wawancara, Bone, 20 Maret 2012. 
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madrasah untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan yang ada di madrasah. 
Meskipun demikian, kontribusi pemikiran dan pengawasan anggota komite 
madrasah sebagai wakil masyarakat masih perlu ditingkatkan demi tercapainya 
komite madrasah yang berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 
Kebijakan Program Pendidikan Gratis merupakan upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, dengan cara memberikan 
bantuan biaya pendidikan khususnya operasional madrasah dengan berbagai item-
item yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan langkah 
strategis untuk menciptakan iklim pendidikan yang murah, sehingga tidak 
memberikan beban pembiayaan sepenuhnya kepada orang tua siswa. Dengan 
demikian, diharapkan dengan langkah tersebut mampu mendokrak jumlah siswa 
wajib belajar untuk tetap melanjutkan madrasah dan meningkatkan prestasi siswa di 
madrasah. 
Diterapkannya Program Pendidikan Gratis tentu sangat membantu 
masyarakat dari kalangan ekonomi rendah khususnya masyarakat yang bermukim di 
sekitar lingkungan MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe. Berdasarkan beban 
dan tanggungjawab akan biaya pendidikan, maka penyelegggaraan Program 
Pendidikan Gratis memiliki tujuan yaitu: untuk mengurangi beban masyarakat, 
peserta didik dan orang tua peserta didik untuk memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya bagi anak  guna mendapatan pendidikan yang layak dan bermutu. 
Hasil wawancara peneliti bersama dengan informan Hj. ST. Narwah, Hastuti, 
Darmawati, M. Ansar, Sahri orang tua siswa MI No. 2  Bajoe, Hj. Fitriani orang tua 
siswa al-Amir Fil Jannah Bajoe, Irfan dan Nur Fatwa siswa MI No. 2 Bajoe, Zainal 
Abidin, Abdul Malik siswa MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe telah tergambar dengan 
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jelas tentang implementasi Program Pendidikan Gratis yang telah dilaksanakan di 
MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe bahwa dana pendidikan gratis (DPG) di 
madrasah sangat membantu proses pembelajaran karena anggaran dana program 
pendidikan gratis yang ada di didukung oleh anggaran-anggaran pendidikan yang 
sudah ada, seperti program Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa, 
meskipun anggaran pendidikan gratis masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki sistim 
pengelolannya agar tidak hanya menjadi suplemen. 
Program Pendidikan Gratis yang dilaksanakan di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe memiliki item-item seperti tambahan penunjang dana BOS, 
bantuan biaya pembelian kelengkapan madrasah dan transportasi siswa miskin 
dalam bentuk beasiswa, Insentif (kepala madrasah dan guru, pelaksanaan 
remidial/pengayaan dua kali setahun, bendahara, bujang, keamanan. Namun 
demikian, alokasi anggaran pada setiap tahap pengucuran untuk semua item tidak 
seimbang, misalnyapada tahap I bulan Oktober 2011 item yang menerima DPG 
adalah honorer Kepala Sekolah/wakil, insentif TU dan jam mengajar, belanja ATK. 
Tahap II Desember  2011  Pembayaran honorer bendahara, pembayaran transportasi 
kepala madrasah dan bendahara, pembayaran insentif bujang, ATK, traspotasi siswa 
miskin. Tahap III September  2011 item yang menerima DPG adalah pembayaran 
honorer kepala madrasah/wakil, insentif KTU, Staf TU dan Jam mengajar. 
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Program Pendidikan Gratis tidak 
berarti menggratiskan semua biaya pendidikan, terlihat dari item-item alokasi 
anggaran yang tidak setiap tahap pengucuran akan terakomodir semuanya, namun 
ada item yang alokasi anggarannya diprioritaskan setiap pengucuran anggaran. Hal 
ini berarti perspektif sebagian masyarakat terhadap Program Pendidikan Gratis yang 
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dianggap akan menggratiskan semua biaya pendidikan perlu diperbaiki. Oleh karena 
itu, pemerintah tidak hanya bertugas untuk mensosialisasikan pengelolaan anggaran 
di madrasah, namun perlu juga ada sosialisasi terhadap masyarakat untuk 
memberikan pemahaman terhadap masyarakat sebagai bagian dari madrasah bahwa 
pendidikan gratis adalah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik/orang 
tua peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan kegiatan 
pembangunan sekolah sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari 
Pemerintah Daerah. Jadi pendidikan gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua 
biaya pendidikan. 
Upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran Program Pendidikan Gratis 
yang tepat sasaran, maka seharusnya Kementerian Pendidikan Kabupaten Bone, MI 
No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah mengacu pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2009 Bab 6 Pasal 1 Ayat 4 tentang penggunaan 
dana pendidikan gratis yang ditunjukan untuk komponen tertentu yang dimaksud 
meliputi: biaya investasi (infrastruktur), biaya operasional, dan biaya pribadi siswa. 
Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tersebut telah 
memberikan acuan yang jelas tentang pengelolaan penggunaan anggaran pendidikan 
gratis, sehingga tidak ada lagi alasan ketidak mampuan pihak madrasah dalam 
mengelola anggaran tersebut dengan baik. Kendati demikian, Kementerian 
Pendidikann Kabupaten Bone masih perlu mengadakan sosialisasi lebih lanjut, 
misalnya pelatihan pengelolaan anggaran pendidikan gratis di madrasah. 
Mekanisme pengalokasian Dana Pendidikan Gratis (DPG) yaitu tim 
pengendali program kabupaten/kota melakukan rapat teknis penetapan sekolah 
penerima bantuan, tim pengendali kabupaten/kota menetapkan data sekolah 
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penerima bantuan dengan keputusan bupati/walikota, tim pengendali provinsi 
melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan kabupaten/kota dalam rapat 
teknis tim untuk menetapkan rencana alokasi dana untuk setiap kabupaten/kota, 
gubernur menetapkan keputusan alokasi bantuan dana bagi kabupaten/kota, 
bupati/walikota menetapkan besarnya alokasi bantuan pada setiap sekolah penerima 
bantuan sesuai dengan hasil rapat teknis provinsi dengan keputusan bupati/walikota. 
Pengucuran anggaran pendidikan gratis juga disertai dengan juklat, agar 
memudahkan pengelola anggaran di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan item peruntukan, sehingga tidak lagi 
anggaran yang tumpang tindih dalan penggunaan. Namun demikian, satu hal yang 
menjadi masalah di madrasah adalah jika mekanismen pengelolaan anggaran atau 
juklat dengan  item anggaran pendidikan gratis yang tidak seimbang setiap tahap 
pengucuran, sehingga program yang telah direncanakan oleh warga madrasah 
terkadang harus tersendak karena tidak masuk dalam daftar item yang dibiayai oleh 
pendidikan gratis pada tahap tersebut.  
 Oleh karena itu, tim pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten 
serta Kementerian Pendidikan Kabupaten Bone harus jelih melihat kebutuhan 
madrasah setiap tahap pengucuran dana, karena akan menjadi persoalan di madrasah 
kalau harus dipaksakan alokasi anggaran yang tidak menjadi kebutuhan madrasah. 
Seyogyanya melakukan pendataan ke seluruh madrasah yang menerima tanggungan 
anggaran pendidikan gratis tentang kebutuhan dan program yang mendesak untuk 
dilaksanakan oleh masing-masing madrasah. 
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menginstruksikan kepala madrasah 
untuk merilis kebutuhan dan program madrasah dalam bentuk laporan, sehingga 
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penggunaan anggaran pendidikan gratis tidak sama dengan seluruh madrasah, tetapi 
sangat tergantung pada kebutuhan dan program masing-masing madrasah, agar 
pengelolannya menjadi tepat sasaran. Efektifitas pengelolaan anggaran seperti itu 
akan berimplikasi pada perkembangan madrasah, sehingga afek anggaran pendidikan 
gratis terhadap madrasah akan kelihatan.  
Pengelolaan anggaran pendidikan gratis di madrasah juga harus dilakukan 
dengan mengacu pada asas pendidikan gratis sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis 
pada Bab3 Pasal 3 dideskripsikan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 
berdasarkan asas: transparansi, akuntabilitas public, team work, cepat, cermat dan 
akurat, terstruktur dan berjenjang, kendali mutu dan kendali biaya, demokratis, 
musyawarah dan mufakat. 
Sistim pengeloalaan anggaran pendidikan gratis di madrasah juga harus 
melibatkan komite madrasah sebagai perwakilan orang tua siswa, bahkan pihak 
madrasah boleh mengundang warga untuk merapatkan kebutuhan dan program 
madrasah yang mendesak, sehingga hasil rapat tersebut dapat dijadikan rekomendasi 
dalam merilis program untuk dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Bone dan tim pengendali pendidikan gratis provinsi dan 
kabupaten. Diharapkan dengan sistem pengelolaan anggaran pendidikan gratis 
seperti itu, maka madrasah akan memberikan warna yang baik terhadap masyarakat 
di sekitar madrasah. 
Kemampuan madrasah untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan 
sekitar akan menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk 
perkembangan masa depan anak-anak, sehingga orang tua tidak perlu 
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menyekolahkan anak-anaknya di sekolah/madrasah yang jauh dari lingkungannya, 
karena dengan sendirinya masyarakat akan memberikan dukungan terhadap 
perkembangan program madrasah, baik dukungan moril maupun materil. 
C. Realitas Wajib Belajar Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Pendidikan 
Gratis  di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone 
Kebijakan pendidikan gratis bertujuan untuk memberikan bantuan biaya 
pendidikan di madrasah sesuai dengan item-item yang telah ditentukan oleh 
pemerintah. Diharapkan dengan implementasi Program Pendidikan Gratis ini dapat 
membantu biaya pendidikan di madrasah dan dapat menumbuhkan kesadaran 
masyarakat, terutama lingkungan sekitar madrasah tentang pentingnya pendidikan 
yang dibuktikan dengan berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya dibanding 
sebelum diimplementasikan Program Pendidikan Gratis. Upaya untuk mengupas 
lebih dalam tentang hal tersebut, maka penulis menanyakan kepada beberapa 
informan. Ishak komite MI No. 2 Bajoe mengatakan bahwa: 
Walaupun terjadi peningkatan jumlah siswa setelah diimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis tetapi tidak serta merta hal tersebut terjadi kerena 
adanya pendidikan gratis. Faktor utama adalah kesadaran orang tua, lokasi 
madrasah yang strategis sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat, namun 
tidak dapat dipungkiri sesudah implementasi Program Pendidikan Gratis 
memudahkan dan meringankan beban orang tua siswa untuk meyekolahkan 
anak-anak mereka kerena orang tua tidak di bebankan uang pangkal dan SPP 
meskipun demikian masih ada orang tua khusus masyarakat Suku Bajo yang 
menuntut anak-anak mereka membantu perekonomian keluarga sehingga 
ketika anaknya naik kelas IV-VI siswa rentang putus sekolah.
22
 
Senada dengan hasil wawancara dengan Hastuti kepala MTs al-Amir fil 
Jannah Bajoe menyatakan bahwa: 
                                         
22
Ishak,  (30 tahun) Komite MI No. 2 Bajoe, Wawancara, Bone, 27 Maret 2012. 
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Realitas wajib belajar sebelum diimplementasikan Program Pendidikan Gratis 
menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat/orang tua tentang pentingnya 
pendidikan khususnya wajib belajar .Hal ini menunjukkan bahwa sebelum 
diimplementasikan Program Pendidikan Gratis, faktor kesadaran orang tua 
menjadi prioritas utama peningkatan jumlah siswa di madrasah ini.Meskipun 
demikian, tidak dapat dipungkiri setelah pendidikan gratis diberlakuakan 
memiliki andil dalam dalam peningkatan jumlah siswa.
23
 
Sebelum adanya Program Pendidikan Gratis animo masyarakat untuk 
menyekolahkan anak-anaknya tetap tinggi, namun setelah ditunjang dengan 
anggaran pendidikan gratis semakin memberikan motivasi terhadap orang tua untuk 
menyekolahkan anak-anaknya sampai wajib belajar, bahkan sampai diperguruan 
tinggi.Pendidikan gratis juga berefek pada peningkatan prestasi siswa, terlihat dari 
tahun ke tahun kualitas siswa semakin menunjukkan tren positif dengan 
meningkatnya hasil UAN. 
Hasil wawancara laindengan Misbaguru MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Menganai kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan sebelum dan 
sesudah dimplemetasikan Program Pendidikan Gratis, belum menunjukkan 
tanda-tanda kesejahteraan, tetapi dengan adanya Program Pendidikan Gratis 




Animo masyarakat terhadap pendidikan setelah adanya pendidikan gratis 
sangat tinggi, tetapi berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan pendidik 
dan tenaga kependidikan, meskipun dalam alokasi anggaran pendidikan gratis tetap 
ada item tersebut, namun kenyataan di lapangan anggaran tersebut belum mampu 
menutupi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan. 
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Hastuti, (29 tahun) Kepala Madrasah MTs al-Amir fil Jannah Bajoe, Wawancara, Bone, 22 
Maret 2012. 
24
Misba, (27 tahun) Guru MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe, Wawancara, Bone, 22 Maret 2012. 
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Senada dengan wawancara dengan Fatmawati guru MI No. 2 Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Perkembangan jumlah siswa dan prestasi siswa dari tahun ketahun terjadi 
perubahan yang sangat singnifikan terlihat peranan pendidikan gratis sangat 
penting misalnya jumlah siswa sebelum implemetasi pendidikan gratis kira-
kira tahun 2007 ± 143 siswa dan setelah implementasi Program Pendidikan 
Gratis pada tahun 2008± 192 siswa-2012 ± 246 siswa mengalami 
peningkatan.prestasi siswa dengan instrumen nilai UAN siswa  pada tahun 
2011 juga meningkat. Mengenai kesejateraan guru dan tenaga kependidikan 
tidak menunjukan perubahan karena hampir 1 tahun terakhir ini tidak ada 
insentif bagi tenaga pendidik hal ini juga berimbas pada sarana dan prasarana 
madrasah yang membutuhkan pembenahan.
25
 
Pendapat Fatmawati di atas menunjukkan pentingnya peranan Program 
Pendidikan Gratis terhadap jumlah siswa dan prestasi siswa, namun hal tersebut 
tidak terlalu berpengaruh terhadap insentif guru. Hal ini memungkinkan guru kurang 
fokus dalam melaksanakan tugasnya untuk mendidik siswa karena harus berpikir 
untuk mencari anggaran tambahan dari luar untuk menutupi kebutuhan sehari-sehari. 
Kenyataan di atas menunjukkan kesenjangan antara perkembangan jumlah 
siswa dan prestasi yang dicapai oleh siswa terus mengalami peningkatan dari tahun-
ketahun, namun tingkat kesejahteraan guru terabaikan. Guru yang notabennya 
merupakan salah satu elemen penopang suksesnya pendidikan, seharusnya 
diperhatikan oleh pemerintah bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi segala 
kebutuhan guru yang menunjang keberhasilan pendidikan selayaknya untuk dipenuhi 
begitu pula sarana dan prasarana madrasah. 
Wajib belajar merupakan program unggulan pemerintah dalam rangka 
mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Disadari atau tidak pendidikan 
merupakan salah satu alat untuk melestarikan dan memajukan bangsa ini, sehingga 
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Fatmawati,  (30 tahun) Guru MI No. 2 Bajoe, Wawancara, Bone.20 Maret 2012. 
86 
 
mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Secara geografis bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, 
diperlukan putra/putri yang memiliki kualitas  untuk mengembangkan sumber daya 
alam tersebut.  
Salah satu program pemerintah dalam menciptakan putra/putri yang 
berkualitas dengan cara mewajibkan anak-anak bangsa ini untuk tetap melanjutkan 
proses pembelajaran, meskipun tidak menutup kemungkinan setelah selesai akan 
banyak siswa yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 
Diharapkan dengan program tersebut tidak ada lagi anak-anak bangsa yang putus 
sekolah dikarenakan berbagai faktor. 
Wajib belajar  tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 1  
dideskripsikan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan 
bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib 
mengikuti pendidikan dasar“26 
Hal ini berarti bahwa yang dimaksud wajib belajar  dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 Ayat I dideskripsikan bahwa setiap anak-anak 
yang telah mencapai usia tujuh sampai lima belas tahun. Diusia ini negara wajib 
menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak demi terciptanya pemuda bangsa 
yang berkualitas. Putra/putri yang mampu bersaing dengan pemuda bangsa yang lain 
dan mampu menata hidup dengan penuh perencanaan yang matang untuk 
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Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2010),  h. 7. 
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tercapainya visi kehidupan. Dengan demikian, akumulasi visi yang progres dan 
terencana dari setiap anak bangsa merupakan cerminan masa depan bangsa yang 
maju.  
Upaya untuk mendukung teracapainya wajib belajar tersebut, maka 
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis yang didengung-dengungkan mulai tahun 2007/2008. 
Untuk itu, dengan Program Pendidikan Gratis tersebut, diharapkan dapat membantu 
anggaran program madrasah khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga 
ekonomi lemah agar tetap melanjutkan pendidikan melalui bantuan beasiswa dan 
berbagai bantuan pendidikan yang lain. 
Implementasi Program Pendidikan Gratis tersebut telah dilaksanakan 
diberbagai daerah di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone (MI No. 2 
Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe) Berdasarkan hasil wawancara Hamzah, 
Hastuti, Misba, dan Fatmawati menunjukan bahwa sebelum diimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis tingkat kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-
anaknya sudah tergolong tinggi, namun dengan adanya anggaran pendidikan gratis 
semakin memberikan motivasi bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak 
mereka. Hal tersebut terjadi karena, orang tua tidak lagi memikirkan pembayaran 
SPP untuk anak-anak mereka, sehingga siswa juga betul-betul fokus dalam 
mengikuti proses pembelajaran di madrasah. Meskipun demikian masih ada orang 
tua khusus masyarakat Suku Bajo yang menuntut anak-anak mereka membantu 




Animo masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak sudah 
lama disadari, terlihat sebelum tahun 2008 yang merupakan tahun diluncurkannya 
Program Pendidikan Gratis MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah sudah eksis 
mengembangkan program pendidikan yang didukung oleh siswa di sekitar 
lingkungan madrasah. Namun demikian, Kepala Madrasah dan para guru menyadari 
bahwa setelah diluncurkannya Program Pendidikan Gratis semakin berefek pada 
peningkatan jumlah siswa baru yang diterima kedua madrasah ini. Hal ini 
menunjukkan peran strategis  pendidikan gratis yang cukup signifikan.   
Program tersebut juga berpengaruh pada prestasi siswa di MI No. 2 Bajoe 
dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe yang mengalami perkembangan dengan indikator 
peningkatan hasil nilai UAN. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi berbagai 
elemen yang saling mendukung dan sinergi dalam menjalankan program dan tugas 
sebagai amanah untuk mengembangkan potensi siswa, misalnya bimbingan dari 
tenaga pendidik yang tidak kenal lelah ditunjang oleh alat peraga yang memadai, 
optimalisasi pengembangan potensi anak didik yang berimplikasi pada peningkatan 
kesadaran anak didik untuk mengembangkan potensi secara mandiri, sehingga tidak 
terlalu tergantung pada guru. 
Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kedua madrasah ini memiliki 
sarana dan prasarana yang cukup memadai jika dibandingkan dengan madrasah yang 
lain misalanya tersedianya perpustakaan yang memadai, laboratorium komputer 
yang refresentatif ditunjang dengan tersedianya internet, tersedianya ruang ibadah, 
dan media pembelajaran yang lain, sehingga dengan berbagai media tersebut 
memungkinkan siswa untuk mengembangkan proses belajar secara mandiri, bahkan 
dengan adanya media pembelajaran tersebut, guru-guru juga sangat terbantu dalam 
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mengembangkan diri khususnya dalam membuat alat peraga dan media 
pembelajaran yang lain.   
Namun demikian, lengkapnya sarana dan prasarana bukan satu-satunya 
jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik. Justru di sinilah akan 
timbul masalah baru kalau guru tidak mampu mengelola  sarana dan prasarana untuk 
terciptanya proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, dengan sarana dan 
prasarana yang memadai mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 
sehingga mampu menarik siswa baru untuk masuk dalam madrasah tersebut. 
Diharapkan para guru berperan untuk 1. Memelihara, mengatur prasarana 
untuk menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, 2. Memelihara dan 
mengatur sasaran pembelajaran yang berorientasi pada keberhasilan siswa dalam 
belajar, 3. Mengorganisai belajar siswa sesuai dengan sarana dan prasarana secara 
tepat guna.  Kondisi tersebut menuntut siswa juga ikut berperan untuk 1. Ikut serta 
memelihara dan mengatur sarana dan prasarana secara baik, 2. Berperan aktif dalam 
memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat guna, 3. Menghormati madrasah 
sebagai pusat pembelajaran dalam rangka pencerdasan generasi muda bangsa.  
Kondisi pembelajaran tersebut sangat ideal untuk mengembangkan potensi 
siswa di madrasah dan cukup potensial dijadikan sebagai jaminan publikasi program 
madrasah di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk menjadi 
cara yang efektif dalam merekrut anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang 
berada pada usia tujuh sampai lima belas tahun untuk memasuki jenjang pendidikan 
di madrasah tersebut. 
Namun demikian, kondisi ideal tersebut berbanding terbalik dengan 
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang cenderung merasa diabaikan. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terungkap bahwa beberapa 
tahun terakhir ini insentif pendidik dan tenaga kependidikan mengalami 
keterlambatan. Hal tersebut berimplikasi pada kurang konsentrasinya guru dalam 
mengembang tugas selaku tenaga pendidik yang bertanggung jawab langsung 
terhadap jalannya proses pembelajaran di madrasah, karena harus memikirkan untuk 
menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. 
Guru sebagai pekerjaan profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan 
keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar 
bidang kependidikan.  
Guru sebagai seorang tenaga pendidik perlu mengembangkan diri secara 
utuh. Tentu dalam proses pengembangan tersebut guru menghadapi berbagai macam 
masalah, terutama pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia biasa, dengan 
penghasilan yang diterima meskipun hanya sekali dalam tiga bulan (bagi honorer) 
dituntut untuk memiliki kemampuan hidup layak sebagai seorang pribadi guru. 
Pribadi yang mencerminkan kecerdasan intelektual yang memadai, kecerdasan 
afektif yang terasah dan kecerdasan psikomotorik yang terus terlatih, sehingga 
sewaktu-waktu guru dibutuhkan, maka guru tampil sebagai sosok yang diteladani 
dalam berbagai hal. 
Sebagai seorang tenaga pendidik, maka guru juga dituntut untuk 
mengembangkan kompetensi guru meliputi kompetensi paedagok, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. 
Akumulasi dari keempat kompetensi tersebut diharapkan mampu 
menciptakan para guru yang handal diberbagai bidang, sehingga menunjang 
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tercapainya tujuan pendidikan nasional Bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk 
mencapai hal tersebut dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga guru tidak perlu memikirkan untuk 
mencari penghasilan tambahan di luar jam mengajar. Dengan demikian, peningkatan 
kuantitas siswa khususnya di MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah akan sebanding 
dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik serta sarana dan 
prasarana. 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pendidikan Gratis di 
MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang 
Timur Kabupaten Bone dan Solusinya 
1. Faktor Pendukung 
Implementasi Program Pendidikan Gratis tidak dapat berjalan lancar kalau 
tidak didukung oleh semua unsur yang terkait dengan Program Pendidikan Gratis. 
Hal ini diakui oleh Cendiwati guru MTs Al-Amir Fil Jannah Bajoe menyatakan 
bahwa: 
Faktor komitmen tim pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten 
dalam mengembang tugas dan tanggung jawab begitu pun pengelolah 
pendidikan gratis di madrasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergitas 
seluruh stakeholder yang membidangi pengelolaan anggaran pendidikan gratis 




 Selain komitmen tim pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten 
dan pengelolah pendidikan gratis di madrasah,serta dukungan dari semua komponen 
madrasah di antaranya kepala madrasah, komite madrasah, tenaga pendidik/guru, 
dan kependidikan serta bujang dan keamanan serta orang tua/siswa juga sangat 
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menentukan kualitas implementasi Program Pendidikan Gratis di madrasah 
khususnya di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil-Jannah Bajoe. 
 Pendapat senada dikemukakan oleh Fatmawati guru MI No. 2 Bajoe 
mengatakan bahwa: 
Faktor dukungan dari semua komponen madrasah (kepala madrasah/wakil, 
tenaga pendidik guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa dan orang 




Begitu pula hasil wawancara dengan Darmawati bendahara Dana Pendidikan 
Gratis (DPG) MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Salah satu faktor pendukung yang terpenting adalah keseriusan pemerintah 
provinsi dan kabupaten dalam mengoptimalkan Program Pendidikan Gratis. 
Hal ini berarti bahwa konsep yang matang tidak akan terlaksana dengan baik 
kalau tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan dalam 
bentuk nyata, apalagi kalau sudah terbetik pemikiran untuk mengambil 
keuntungan dari program pendidikan gratis tersebut.
29
 
Pendapat senada dikemukakan juga oleh Rumiati guru MI No. 2 Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan 
Program Pendidikan Gratis karena peranan keduanya sangat urgen dan harus 
saling mendukung karena suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif jika 
keduanya tidak bekerja sama.
30
 
Begitu pula hasil wawancara dengan Muhammad Yunus komite MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe menyatakan bahwa: 
Meskipun pendidikan gratis adalah program kebijakan daerah, tetepi dukungan 
dari pemerintah pusat tetap saja diperlukan. karena pendidikan merupakan 
masalah nasional dan menjadi prioritas utama dalam suatu negara. Majunya 
suatu negara sangat tergantung pada sejauh mana peran pemerintah terhadap 
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Fatmawati (30 tahun) Guru MI No. 2 Bajoe, Wawancara, Bone.20 Maret 2012. 
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Darmawati, (34 tahun) Bendahara Dana Pendidikan Gratis (DPG) MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe, Wawancara, Bone,  22 Maret 2012. 
30
Rumiati,  (39 tahun) Guru MI No. 2  Bajoe, Wawancara, Bone, 23 Maret 2012. 
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pengelolaan pendidikan yang berkualitas, terutama pembebasan biaya bagi 
siswa yang kurang mampu.
31
 
Implementasi Program Pendidikan Gratis yang sifatnya program baru bagi 
pemerintah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone sangat membutuhkan 
dukungan dari berbagai pihak agar tujuan diselenggarakannya program ini dapat 
tercapai secara efektif dan efesien. 
Menurut informan yang diambil dari MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe guru Cendiwati, Fatmawati, Darmawati, Rumiati, bahwa sinergitas 
antar seluruh komponen yang berkaitan dengan Program Pendidikan Gratis sangat 
diperlukan untuk kelancaran dan suksesnya kebijakan tersebut. Misalnya tim 
pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten dan Kementrian Pendidikan 
Nasional serta pengurus dana pendidikan gratis di madrasah, dukungan dari semua 
komponen madrasah di antaranya kepala madrasah, komite madrasah, tenaga 
pendidik/guru, dan kependidikan serta bujang dan keamanan serta orang tua/siswa 
juga sangat menentukan kualitas implementasi pendidikan gratis di madrasah 
khususnya di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil-Jannah Bajoe. 
 Keseriusan berbagai komponen tersebut untuk mengoptimalkan terselengga-
ranya Program Pendidikan Gratis dengan baik akan melahirkan suatu implementasi 
kebijakan yang populer dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai objek 
pendidikan. Dengan demikian, Program Pendidikan Gratis yang diselenggarakan 
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, akan melahirkan 
generasi yang berkualitas karena ditempah dalam dunia pendidikan tanpa 
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memandang status, dan latar belakang perekonomian keluarga (antara siswa yang 
kaya dan miskin berhak mengenyam pendidikan).   
 Pemerintah tidak boleh menjadikan pendidikan gratis hanya sebagai slogan 
kampanye, sehingga pendidikan gratis hanya terdengar ketika akan diadakan 
pemilihan kepala daerah. Sekirnya hal ini terjadi, maka masa depan generasi bangsa 
ini akan suram karena hanya dijadikan sebagai media kampanye kaum kapitalis dan 
borjuis semata. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan seluruh pihak yang 
terkait untuk senantiasa bersatu padu demi tercapainya tujuan pendidikan gratis 
yang tepat sasaran. 
 Hasil analisa peneliti di atas menunjukan bahwa implementasi Program 
Pendidikan Gratis akan berjalan dengan baik kalau ditunjang dengan komitmen dari 
seluruh elemen praktisi pendidikan, mulai dari, baik pemerintah pusat, pemerintah 
wilayah maupun pemerintah daerah/tim pengendali pendidikan gratis provinsi dan 
kabupaten sampai pada tahap pengeloaan di madrasah, mulai kepala madrasah/wakil, 
tenaga pendidik guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa dan orang 
siswa/masyarakat. 
     2. Faktor Penghambat 
Semua unsur yang terkait dengan pendidikan mulai dari pemerintah/tim 
pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten, kepala madrasah dan seluruh 
stakeholder yang ada dalam madrasah, sampai komite madrasah dan masyarakat 
yang seharusnya turut andil dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan 
gratis tersebut. 
Semua unsur tersebut sangat potensial untuk menjadi penghambat 
pengelolaan pendidikan gratis kalau tidak bersinergi dengan baik. Oleh karena itu, 
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sangat penting untuk dikemukakan alternatif solusi sebagai langkah untuk 
mengatasi permasalahan pengelolaan pendidikan gratis di MI No. 2 dan MTs al-
Amir Fil-Jannah Bajoe.Hal ini diakui oleh Hastuti kepala MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe  menyatakan bahwa: 
Faktor-faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis salah 
satunya adalah penyaluran anggaran/pencairan anggaran tidak tepat waktu ke 
masing-masig madrasah. Penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu sangat 
berefek pada ketidak tepatan perencanaan program madrasah terutama 
program yang alokasi anggarannya menggunakan anggaran pendidikan gratis.
32
 
Pendapat senada dikemukakan juga oleh M. Jafar guru MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Salah satu faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis adalah 
minimnya anggaran pendidikan gratis yang dikucurkan ke madrasah meskipun 
besaran anggaran pada setiap madrasah ditentukan dari jumlah siswa di 
madrasah tersebut. Menurut beliau alokasi anggaran pendidikan gratis yang 
ada selama ini belum mampu menutupi kebutuhan biaya program madrasah, 




Begitu pula hasil wawancara dengan Rumiati guru MI No. 2 Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Kendala utama implementasi Program Pendidikan Gratis yaitu kurang 
optimalnya pengawasan tim pengendali pendidikan gratis tingkat provinsi dan 
kabupaten dan Komite Madrasah serta masyarakat.
34
 
Pendapat senada dikemukakan juga oleh Darmawati bendahara Dana 
Pendidikan Gratis (DPG) MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Kurang optimalnya pengelolaan anggaran Program Pendidikan Gratis terlihat 
penyaluran anggaran yang tidak seimbang antara satu item dengan item yang 
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lain. Selama masa kepengurusansaya sebagai bendahara dana pendidikan gratis 
belum pernah diadakan sosialisasi pendidikan gratis bagi pengurus dana 
pendidikan gratis yang ada hanya petunjuk pelaksanaan (juklat) jadi setiap 




Pendapat senada dikemukakan juga oleh Fatmawati MI No. 2 Bajoe 
mengatakan bahwa: 
Faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis adalah terletak 
dari pihak madrasah yang terlambat mengumpul Laporan PertanggungJawaban 
(LPJ) pada periode lalu sehingga penyaluran anggaran pada periode berikutnya 
menjadi terhambat.Hal itu terjadi karena kurangnya sumber daya manusia 




Implementasi Program Pendidikan Gratis melibatkan berbagai unsur mulai 
dari pemerintah yang berwenang dalam pendidikan, kepala madrasah dan seluruh 
stakeholder yang ada dalam madrasah, sampai kepada komite madrasah yang 
seharusnya turut andil dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan gratis 
tersebut. 
Semua unsur tersebut sangat potensial untuk menjadi penghambat 
pengelolaan pendidikan gratis kalau tidak bersinergi dengan baik.Sebagaimana yang 
dikatakan oleh informan Hastuti, Abdul Jafar, Rumiati, Darmawati, Fatmawati,  
bahwa faktor-faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis salah 
satunya adalah penyaluran anggaran/pencairan anggaran tidak tepat waktu dari tim 
pengendali pendidikan gratis provinsi dan kabupaten dan Kementerian Pendidikan 
Nasional yang membidangi pendidikan gratis ke masing-masing madrasah. 
Penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu sangat berefek pada ketidak tepatan 
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perencanaan program madrasah terutama program yang alokasi anggarannya 
menggunakan anggaran pendidikan gratis. 
Anggaran pendidikan gratis di MI No. 2 dan MTs al Amir Fil Jannah 
seharusnya berfungsi menjadi penopang terlaksananya program madrasah, agar 
kedua madrasah mampu bersaing dengan sekolah yang lain, namun karena 
pengucuran dana yang sering terlambat mengakibatkan program madrasah juga 
harus tertunda pelaksanaanya. Hal tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran yang 
tidak sebanding dengan banyaknya program madrasah, bahkan untuk menutupi 
pembayaran siswa juga harus terkendala oleh minimnya anggaran yang dikucurkan 
oleh pemerintah yang membidangi pendidikan gratis, belum lagi pengucuran 
anggaran yang sering terlambat, sehingga menghambat program yang akan 
dilaksanakan oleh madrasah. 
Kurang optimalnya pengawasan pendidikan gratis dari tim pengendali 
pendidikan gratis provinsi dan kabupaten danKementrian Pendidikan Nasional yang 
membidangi pendidikan gratis ke madrasah dan komite madrasah serta masyarakat 
juga menjadi salah satu faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh seluruh 
praktis pendidikan, sehingga semua elemen pendidikan diberikan peluang untuk 
turut andil mengawasi jalannya implementasi Program Pendidikan Gratis. 
Hal tersebut tejadi karena pemeriksaan pengelolaan anggaran pendidikan 
gratis hanya berdasarkan kuitansi pembelian dan laporan kepala madrasah, sehingga 
pengelolaanya sangat tergantung oleh madrasah sepanjang dapat dibuktikan dengan 
kuitansi.Metode penggunaan anggaran tersebut sangat potensial menimbulkan 
manipulasi penggunaan anggaran, meskipun penggunaan anggaran tidak disalurkan 
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pada alokasi yang berdasarkan juklat, namun dengan bukti kuitansi, maka laporan 
sudah dianggap valid. 
Alokasi anggaran yang tidak seimbang juga menjadi penghambat efektifitas 
implementasi Program Pendidikan Gratis, sehingga dapat berimplikasi mandetnya 
program yang lain terutama program madrasah yang pembiayaannya sangat 
bergantung pada anggara pendidikan gratis. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
diperhatikan oleh organisasi pengendali pendidikan gratis dalam rangka menjamin 
terlaksanannya program secara merata, bermutu, dan berkesinambungan sesuai 
dengan tujuan dan sasaran program yang terdiri atas: Tim pengendali provinsi, yang 
ditetapkan dengan keputusan gubernur, tim pengendali kabupaten/kota yang 
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, pelaksanaan tingkat satuan 
kabupaten/kotayang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan 
kabupaten/kota.Tim pengendali pendidikan gratis agar mendistribusikan anggaran 
sesuai dengan program madrasah, sehingga tidak ada program yang terbengkalai. 
Hal lain juga yang potensial menjadi penghambat implementasi Program 
Pendidikan Gratis adalah, penyaluran anggaran pendidikan gratis ke madrasah 
sangat tergantung pada ketepatan pihak madrasah dalam mengumpul laporan 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada priode yang lalu, sehingga 
pengucuran dana berikutnya ditentukan oleh kualitas laporan kepala madrasah. Oleh 
karena itu, seyogyanya pihak pemerintah khususnya kementerian pendidikan yang 
membidangi pendidikan gratis, untuk melakukan sosialisasi secara intensif tentang 
pengelolaan anggaran pendidikan dan teknik laporan pertanggungjawaban yang 
berkualitas, agar laporan pertanggungjawaban dapat dikumpul tepat waktu. 
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Hasil analisa peneliti di atas menunjukan bahwa di antara faktor penghambat 
implementasi Program Pendidikan Gratis adalah minimnya anggaran, meskipun 
alokasi anggaran tiap madrasah sangat bergantung pada kondisi siswa yang dimiliki 
oleh madrasah kurang optimalnya sosialisasi dari tim pengendali pendidikan gratis 
tentang pengelolaan anggaran, dan kurang optimalnya pengawasan dari masyarakat, 
pengucuran dana yang tidak tepat waktu mengakibatkan tertundanya realisasi 
program madrasah, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sering 
terlambat dikumpul oleh kepala madrasah, menyebabkan pengucuran anggaran 
pendidikan gratis sering terlambat. 
Di sisi lain Anggaran Program Pendidikan Gratis ditanggung pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pembiayaan sekitar 40 persen dan masing-
masing pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel mananggung sebasar 60 persen 
pembagian anggaran ini telah diwujudkan dalam penandatanganan (MoU) antara 
gubernur dan bupati bersama walikota se-Sulawesi Selatan. Namun demikian, masih 
ada pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengucurkan anggaran 60 persen secara 
keseluruhan sebagaimana MoU di atas. Oleh karena, kinerja pengawasan dari 
pemerintah Provinsi perlu ditingkatkan agar pemerintah kabupaten/kota yang tidak 
merealisasikan pengucuran anggaran 60 persen dapat diberi sanksi. 
     3. Solusi Implementasi Program Pendidikan Gratis  
Hambatan-hambatan yang terjadi di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil 
Jannah tersebut membutuhkan solusi agar dalam implementasinya semua persoalan 
yang dihadapi dapat diatasi dengan benar. Dengan demikian, Program Pendidikan 
Gratis akan menjelma menjadi penopang tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-
citakan. Pendidikan yang mampu menciptakan generasi yang cerdas koginitf, afektif, 
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dan psikomotorik. Akumulasi tiga kecerdasan tersebut yang dimiliki oleh setiap 
siswa dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terciptan bangsa 
Indonesia yang siap bersaing dengan bangsa lain.  
Pemaparan solusi ini merupakan jawaban dari persoalan-persoalan yang 
terjadi (lihat faktor penghambat), sehingga menjadi penghambat dalam 
implementasi Program Pendidikan Gratis di madrasah. Menurut Hastuti kepala MTs 
al-Amir Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Tidak dapat dipungkiri anggaran menjadi salah satu prioritas utama 
berjalannya suatu kegiatan di madrasah ditunjang dengan penyaluran anggaran 
tepat waktu, sehingga seluruh program madrasah yang masuk dalam item 
anggaran pendidikan gratis tersebut dapat terlaksana dengan baik.
37
 
Pendapat senada dikemukakanjuga oleh M. Jafar guru MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Anggaran Program Pendidikan Gratis disesuaikan dengan kebutuhan 
madrasah.Hal ini berarti madrasah berhak untuk mengajukan program yang 
sifatnya membangun kepada pemerintah yang membidangi anggaran 




Begitu pula hasil wawancara dengan Misnawati orang tua siswa MI No. 2 
Bajoe menyatakan bahwa: 
Optimalisasi pengawasan pendidikan gratis sangat menunjang efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan anggaran di madrasah. Meskipun pihak madrasah selalu 
terbuka dalam pengelolaan anggaran pendidikan gratis, namun hanya terbatas 
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Pendapat senada dikemukakan juga oleh Ilham orang tua siswa MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa 
Sistem pengawasan suatu kebijakan harus ditingkatkan khususnya Program 
Pendidikan Gratis agar pengelolaan dan pengalokasian anggarannya tepat 
sasaran.Menurut beliau sistim pengawasan selama ini belum mengakomodir 
aspirasi orang tua siswa.
40
 
Begitu pula hasil wawancara dengan M. Ansar, guru MI No. 2 Bajoe 
menyatakan bahwa: 
Intensitas sosialisasi dalam pengelolaan angaran Program Pendidikan 
Gratis.Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pengelolaan anggaran oleh 
timpengendali pendidikan gratis provinsi dan daerah sangat menunjang kinerja 
madrasah untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan peruntukan.Oleh 
karena itu, bentuk sosialisasi penggunaan anggaran tidak hanya berbentuk 
juklat, tetapi perlu diadakan pelatihan pengeloalaan anggaran pendidikan 
gratis di madrasah lengkap dengan bentuk laporan penggunaan anggaran.
41
 
Pendapat senada dikemukakan juga oleh Darmawati bendahara DPG MTs al-
Amir Fil Jannah Bajoe mengatakan bahwa: 
Optimalisasi penggelolaan anggaran yang seimbang diantara semua item yang 
diperuntukan dalam Program Pendidikan Gratis. Selama ini anggaran 
pendidikan gratis tidak seimbang antara item-item setiap kali dikucurkan, 
sehingga program madrasah yang sudah direncanakan akan terkendala karena 
tidak masuk dalam item pengucuran anggaran pendidikan gratis.
42
 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Fatmawati guru MI No. 2 Bajoe 
mengatakan bahwa: 
Laporan pertanggungjawaban pihak madrasah harus diselesaikan dan distor 
tepat waktu sehingga penyaluraan anggaran Program Pendidikan Gratis pada 
periode berikutnya tepat waktu.Salah upaya yang harus dilakukan oleh 
pemerintah agar laporan pertanggungjawaban madrasah distor tepat waktu 
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adalah dengan mengintesifkan pengawasan yang melibatkan orangtua siswa 
dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan anggaran yang efektif serta 
teknik pembuatan laporan yang berkualitas.
43
 
 Berbagai persoalan yang menjadi kendala implementasi Program Pendidikan 
Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah perlu dijadikan bahan kajian 
bagi semua praktisi pendidikan, karena persoalan yang terjadi di dua madrasah 
tersebut sangat potensial juga terjadi di madrasah yang lain. Namun demikian, solusi 
tersebut akan tepat sasaran kalau terjadi komunikasi intensit antara tim pengendali 
pendidikan gratis dengan pengelola anggaran di madrasah. Hal ini berarti bahwa 
solusi yang ditawarkan berasal dari grass root (pihak madrasah) yang 
bertanggungjawab langsung dalam pengelolaan anggaran pendidikan gratis tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Hastuti, Muh Jafar S, 
Surya, Ilham, M.Ansar, Rumiyati, Darmawati, Fatmawati, bahwa solusi yang 
ditawarkan untuk mengatasi hambatan di atas adalah: 
a. Menambah Anggaran Sesuai dengan Kebutuhan Program Madrasah 
Besarnya anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan untuk kepentingan 
program madrasah menjadi salah satu faktor utama dalam mengembangkan dan 
memajukan madrasah menuju madrasah yang kompetitip.Seluruh informan 
mengakui bahwa anggaran yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan selama ini 
di anggap belum mampu menutupi biaya yang dikeluarkan oleh madrasah, ditambah 
dengan alokasi yang dikhusus untuk beasiswa anak yang kurang mampu. 
 Hal tersebut menuntut kejelian pemerintah untuk kembali mengkaji besaran 
anggaran yang harus dialokasikan kepada seluruh madrasah khususnya MI No. 2 
Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe, meskipun alokasi anggaran ke seluruh 
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sekolah dan madrasah diberikan berdasarkan representase kuantitas siswa yang 
dimiliki. Namun melihat banyaknya jumlah program yang harus dituntaskan oleh 
kedua madrasah tersebut (tidak menutup kemungkinan madrasah yang lain jauh 
lebih banyak program yang harus dilaksanakan), maka seharusnya tim pengendali 
pendidikan gratis tidak hanya memperhatikan jumlah siswa dalam mengalokasikan 
anggaran, tetapi juga harus berdasarkan kebutuhan dan program madrasah. 
Hal ini berarti madrasah berhak untuk mengajukan program yang sifatnya 
membangun kepada pemerintah yang membidangi anggaran pendidikan gratis, untuk 
dipertimbangkan, agar pemerintah mengetahui secara detail kebutuhan madrasah. 
Faktor kebutuhan madrasah yang satu dengan yang lain tidak sama, jadi dengan 
mempertimbangkan hal tersebut merupakan tindakan yang solusi yang diambil dan 
didengar dari madrasah yang notabenenya merupakan pengelola dan pengguna 
anggaran  di lapangan.   
b. Sosialisasi yang Intensif dari Tim Pengendali Pendidikan Gratis  
 Segala kebijakan yang baru diimplementasikan selalu membutuhkan 
perencanaan dan persiapan yang matang tidak terkecuali pendidikan gratis yang baru 
didengungkan pada tahun 2008. Oleh karena itu, sosialisasi tim pengendali 
pendidikan gratis dalam pengelolaan angaran pendidikan gratis merupakan suatu 
keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi 
pengelolaan anggaran oleh tim pengendali pendidikan gratis sangat menunjang 
kinerja madrasah untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan peruntukan (tepat 
sasaran).  
Bentuk sosialisasi penggunaan anggaran tidak boleh hanya berbentuk juklat, 
tetapi perlu diadakan pelatihan pengeloalaan anggaran pendidikan gratis di madrasah 
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lengkap dengan bentuk laporan penggunaan anggaran serta sosialisasi pendidikan 
gratis kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat terhadap pendidikan 
gratis menjadi jelas. Dengan tindakan seperti itu, diharapkan pengelolaan anggaran 
pendidikan gratis di madrasah tidak lagi mengalami persoalan ketidaksiapan sumber 
daya manusia dalam mengelola, mengalokasikan dan melaporkan hasil penggunaan 
anggaran terhadap tim pengendali pendidikan gratis . 
c. Optimalisasi Pengawasan dari Tim Pengendali Pendidikan Gratis, Komite  
Madrasah sebagai Mandatir Masyarakat untuk Mengawasi Pengelolalah 
Pendidikan Gratis di Madrasah 
 Pengawasan Program Pendidikan Gratis sangat menunjang efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan anggaran di madrasah. Meskipun dari hasil wawancara peneliti 
terhadap informan menyatakan bahwa pihak madrasah selalu terbuka dalam 
pengelolaan anggaran pendidikan gratis, tidak adanya pengawasan dari tim 
pengendali pendidikan gratis, namun hanya terbatas pada ketua komite sehingga 
orang tua siswa yang lain juga merasa perlu untuk mengawasi proses pengelolaan 
anggaran tersebut. 
 Sistem pengawasan suatu kebijakan harus ditingkatkan khususnya 
pendidikan gratis agar pengelolaan dan pengalokasian anggarannya tepat sasaran. 
Pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan tim pengendali pendidikan gratis 
provinsi dan kabupaten, masyarakat sebagai warga madrasah yang notabenenya 
memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan di madrasah tersebut. Oleh 
karena itu, orang tua siswa berhak untuk mengetahui kemana anggaran pendidikan 
gratis digunakan. 
d. Alokasi Anggaran yang Seimbang 
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Opitimalisasi penggelolaan anggaran yang seimbang diantara semua item 
yang diperuntukan dalam pendidikan gratis harus diperhatikan oleh pemerintah. 
Selama ini anggaran pendidikan gratis tidak seimbang antara item-item setiap kali 
dikucurkan, sehingga program madrasah yang sudah direncanakan akan terkendala 
karena tidak masuk dalam item pengucuran anggaran pendidikan gratis. Solusi 
tersebut di atas merupakan harapan dari warga madrasah, sehingga sangat penting 
untuk dikaji dan diperhatikan oleh pihak yang berwenang khususnya Kementerian 
Pendidikan Nasional Kabupaten Bone yang membidangi pengelolaan anggaran 
pendidikan gratis. Dengan demikian, akan terjadi sinergi pemikiran antara 
pemerintah dengan warga madrasah.  
e. Penyaluran Anggaran dapat Dilakukan Tepat Waktu 
Penyaluran anggaran pendidikan gratis dapat dilakukan tepat waktu. Karena 
anggaran berfungsi menjadi penopang terlaksananya program madrasah, agar kedua 
madrasah mampu bersaing dengan sekolah yang lain, namun karena pengucuran 
danayang sering terlambat mengakibatkan program madrasah juga harus tertunda 
pelaksanaanya. 
f. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pendidikan Gratis oleh Pihak Madrasah 
Dikumpul Tepat Waktu  
Laporan pertanggungjawaban pihak madrasah harus diselesaikan dan 
distortepat waktu sehingga penyaluraan anggaran pendidikan gratis pada periode 
berikutnya dapat dicairkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.Salah upaya yang 
harus dilakukan oleh pemerintah agar laporan pertanggungjawaban madrasah distor 
tepat waktu adalah dengan mengintesifkan pengawasan yang melibatkan orangtua 
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siswa dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan anggaran yang efektif serta 
teknik pembuatan laporan yang berkualitas. 
 Upaya tersebut diharapkan sumber daya manusia yang bertugas mengelola 
dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di madrasah tidak 
mengalami kesulitan dan hambatan yang dapat berimplikasi pada lambatnya 
pengumpulan laporan pertanggungjawaban, sehingga pengucuran anggaran pada 







 Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data hasil penelitian tentang 
Implementasi Program Pemerintah tentang Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan 
Wajib Belajar 9 Tahun di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupeten Bone adalah 
membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berkaitan dengan 
proses pembelajaran sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran 
dari Pemerintah Daerah. Jadi Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya 
menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa 
mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Program Pendidikan Gratis 
dikelola dengan berdasar pada petunjuk teknis (Juklat) dan mengedepankan 
sistim keterbukaan yang diawasi langsung oleh Komite Sekolah. 
Pengalokasian dan pembiyaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada 
item-item seperti  tambahan penunjang dana BOS, bantuan biaya pembelian 
kelengkapan sekolah dan trasnportasi kepada murid miskin dalam bentuk 
beasiswa, Insentif (kepala sekolah dan guru, pelaksanaan remedial/pengayaan 
dua kali setahun, bendahara, bujang, keamanan.  
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2. Realitas wajib belajar 9 tahun sebelum dan sesudah diimplementasikan 
Program Pendidikan Gratis  di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone menunjukan 
bahwa sebelum diimplementasikan Program Pendidikan Gratis tingkat 
kesadaran orang tua terhadap pendidikan sudah tergolong tinggi, namun 
dengan adanya anggaran pendidikan gratis semakin memberikan motivasi 
orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka meskipun demikian masih 
ada orang tua khusus masyarakat Suku Bajo yang menuntut anak-anak mereka 
membantu perekonomian keluarga sehingga ketika anaknya naik kelas IV-VI 
siswa rentang putus sekolah. Prestasi siswa di MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe juga mengalami perkembangan dengan indikator peningkatan 
hasil nilai UAN, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi 
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih tergolong rendah 
meskipun dalam item pendidikan gratis dialokasikan untuk kesejahteraan guru 
dan tenaga kependidikan.  
Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kedua madrasah ini 
memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai jika dibandingkan dengan 
madrasah yang lain misalanya tersedianya perpustakaan yang memadai, 
laboratorium komputer yang refresentatif ditunjang dengan tersedianya 
internet, tersedianya ruang ibadah, dan media pembelajaran yang lain,  
sehingga dengan berbagai media tersebut memungkinkan siswa untuk 
mengembangkan proses belajar secara mandiri, bahkan dengan adanya media 
pembelajaran tersebut, guru-guru juga sangat terbantu dalam mengembangkan 
diri khususnya dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran yang lain.   
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3. Faktor pendukung, penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis di 
MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone dan solusinya 
a. Faktor pendukung implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No 2 dan MTs 
al-Amir Fil Jannah Bajoe di antaranya implementasi Program Pendidikan Gratis 
harus ditunjang dengan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Wilayah 
maupun Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan gratis, sampai pada 
tahap pengeloaan di sekolah, mulai kepala sekolah/wakil, tenaga pendidik guru,  
tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa dan orang siswa/masyarakat. 
b. Faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No 2 dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe di antaranya minimnya anggaran; kurang 
optimalnya sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan anggaran, dan kurang 
optimalnya pengawasan dari masyarakat; pengucuran dana yang tidak tepat 
waktu; kurang optimalnya pengelolaan anggaran; laporan pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran yang sering terlambat dikumpul oleh kepala sekolah, 
menyebabkan pengucuran anggaran pendidikan gratis sering terlambat. 
c. Solusi implementasi Program Pendidikan Gratis di MI No. 2 dan MTs al-Amir Fil 
Jannah Bajoe di antaranya penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan 
program madrasah; intensitas sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan 
anggaran, dan pengawasan dari masyarakat; optimalisasi pengelolaan anggaran 







Hasil penelitian dan analisis temuan di lapangan, maka berikut 
dikemukakan beberapa rekomendasi untuk kepentingan dan kemajuan di masa yang 
akan datang yaitu: 
1. Kepala Madrasah dan Guru 
Upaya untuk mengefektifkan implementasi Program Pendidikan Gratis di MI 
No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe, maka dukungan dan 
komitmen serta kontribusi dari berbagai warga madrasah khususnya Kepala 
Sekolah dan para guru sangat diharapkan demi tercapainya pemanfaatan 
anggaran pendidikan gratis yang tepat sasaran. Dengan upaya seperti itu,  
keterlambatan pengucuran anggaran pendidikan gratis, dapat diatasi dengan 
cara aktif melakukan kegiatan pelatihan pembuatan  laporan, sehingga laporan 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat dikumpul tepat waktu. 
2. Komite Madrasah dan Masyarakat  
Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa dan masyarakat pada 
umumnya seharusnya memanfaatkan tugasnya sebagai agen of control yang 
mengawasi dan memeberikan masukan terkait dengan implementasi Program 
Pendidikan Gratis di madrasah.     
3. Pemerintah/Kementerian Pendidikan 
Hasil penelitian tentang implementasi Program Pendidikan Gratis masih 
banyak permasalahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dapat dijadikan 
informasi berharga bagi pihak pemerintah/tim pengendali pendidikan gratis 
baik Kabupaten/Kota, Provinsi atau pusat/Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mengambil kebijakan misalnya penambahan anggaran 
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sesuai dengan kebutuhan program sekolah, dan melakukan sosialisasi  secara 
intensif tentang pengelolaan anggaran pendidikan gratis.   
4. Peneliti Selanjutnya 
Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menemukan berbagai 
permasalahan yang ada di lapangan tentang implementasi Program Pendidikan 
Gratis yang nantinya segera dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil 
penelitian. Penelitian ini hanya sebagian kecil dalam mengungkap data yang 
berhubungan dengan implementasi pendidikan gratis. Oleh karena itu,  
direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 
evaluatif pada bidang kajian lain atau pada subjek dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda.  
Temuan ini memberi peluang kepada peneliti yang akan melakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengkaji problematika implementasi Program 
Pendidikan Gratis yang lebih kaya terutama penelitian lanjutan tentang 
implementasi Program Pendidikan Gratis dengan melihat perbandingan 
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Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang 
Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib Balajar 9 Tahun di MI No. 2 Bajoe dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe yang dimaksudkan untuk mengkaji dan 
mendeskripsikan secara mendalam berkenaan dengan gambaran implementasi 
pendidikan gratis dan realitas wajib belajar 9 tahun pra dan pasca 
diimplementasikannya kebijakan pemerintah tentang  pendidikan gratis  serta faktor 
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan gratis di MI No. 2 
Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriftif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Implementasi pendidikan gratis di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupeten Bone dikelolah dengan berdasar pada 
petunjuk teknis dari pemerintah dan mengedepankan sistim keterbukaan yang diawasi 
langsung oleh Komite Sekolah. Pengelolaan  pendidikan gratis diperuntukkan pada 
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item-item seperti  tambahan penunjang dana BOS, bantuan biaya pembelian 
kelengkapan sekolah dan trasnportasi kepada murid miskin dalam bentuk beasiswa, 
Insentif (kepala sekolah dan guru, pelaksanaan remidial/pengayaan dua kali setahun, 
bendahara, bujang, keamanan. Realitas wajib belajar 9 tahun pra dan pasca 
diimplementasikan kebijakan pendidikan gratis  di MI No. 2 Bajoe dan MTs al-Amir 
Fil Jannah Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone menunjukan 
bahwa sebelum diimplementasikan pendidikan gratis tingkat kesadaran orang tua 
terhadap pendidikan sudah tergolong tinggi, namun dengan adanya anggaran 
pendidikan gratis semakin memberikan motivasi orang tua untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka. Prestasi siswa di MI. No 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe 
juga mengalami perkembangan dengan indikator peningkatan hasil nilai UAN, 
namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan guru dan tenaga 
kependidikan yang masih tergolong rendah meskipun dalam item pendidikan gratis 
dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Hasil pengamatan 
peneliti menunjukkan bahwa kedua madrasah ini memiliki sarana dan prasarana  yang 
cukup memadai jika dibandingkan dengan madrasah yang lain misalanya tersedianya 
perpustakaan yang memadai, laboratorium komputer yang refresentatif ditunjang 
dengan tersedianya internet, tersedianya ruang ibadah, dan media pembelajaran yang 
lain,  sehingga dengan berbagai sarana/prasarana tersebut memungkinkan siswa untuk 
mengembangkan proses belajar secara mandiri, bahkan dengan adanya 
sarana/prasarana tersebut, guru-guru juga sangat terbantu dalam mengembangkan diri 
khususnya dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran yang lain. Faktor 
pendukung implementasi pendidikan gratis di MI. No 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah 
Bajoe di antarnya implementasi pendidikan gratis harus ditunjang dengan komitmen 
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dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Wilayah maupun Pemerintah Daerah yang 
membidangi pendidikan gratis, sampai pada tahap pengeloaan di sekolah, mulai 
kepala sekolah/wakil, tenaga pendidik guru,  Tenaga kependidikan  komite sekolah, 
siswa dan orang siswa/masyarakat. Faktor penghambat implementasi pendidikan 
gratis di MI. No 2 dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe di antaranya minimnya 
anggaran; kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan 
anggaran, dan kurang optimalnya pengawasan dari masyarakat; pengucuran dana 
yang tidak tepat waktu; laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang 
sering terlambat dikumpul oleh Kepala sekolah, menyebabkan pengucuran anggaran 
pendidikan gratis sering terlambat. Solusi implementasi pendidikan gratis di MI. No 2 
dan MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe di antaranya penambahan anggaran sesuai dengan 
kebutuhan program sekolah; intensitas sosialisasi dari pemerintah tentang 
pengelolaan anggaran, dan pengawasan dari masyarakat; pengucuran dana yang tepat 




PEDOMAN WAWANCARA  
(Orang tua siswa/komite sekolah) 
 
1. Identitas informan  
1. Nama   : …………………………….. 
2. NIP   : …………………………….. 
3. Pangkat   : …………………………….. 
4. Pe ndidikan terakhir : …………………………….. 
Daftar pertanyaan untuk pihak  orang tua siswa dan komite sekolah 
1. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai implementasi pendidikan gratis di 
madrasah? 
2. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai realitas pra dan pasca implementasi 
pendidikan gratis di madrasah? 
3. Pasca implementasi pendidikan gratis apakah terjadi perubahan yang siknifikan 
terhadap kondisi siswa (jumlah siswa, prestasi siswa) tenaga pendidikan dan 
kependidikan (prestasi dan kesejateraan) serta sarana dan prasarana madrasah? 
4. Bagaimana faktor pendukung (komitmen kepala sekolah dan guru, staf madrasah  
dan sistematika penggelolaan dana, dukungan dari semua komponen sekolah dan 
masyarakat dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah) implementasi pendidikan 
gratis di madrasah di madrasah? 
5. Bagaimana faktor penghambat (penyaluran anggaran tidak tepat waktu, minimnya 
anggaran dan masalah-masalah yang terkait dengan pembiyaan, kurangnya 
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pengawasan, kurang  optimalnya pengelolaan anggaran dan sosialisasinya) 
implementasi pendidikan gratis di madrasah? 
6. Bagaimana solusinya (apakah penyaluran anggaran dapat dilakukan tepat waktu, 
anggaran pendidikan gratis disesuaikan dengan program kerja sekolah, solusi 
tentang masalah-masalah yang terkait dengan pembiyaan, pengawasan ketat dan 
pengoptimalisasian penggelolaan anggaran dan sosialisasi) implementasi 
pendidikan gratis? 
7. Apakah implementasi pendidikan pendidikan gratis mampu mengurangi jumlah 
anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah dilingkungan sekitar? 
















(Kepala Madrasah, Guru, dan Staf Madrasah) 
 
5. Identitas informan  
6. Nama   : …………………………….. 
7. NIP   : …………………………….. 
8. Pangkat   : …………………………….. 
9. Pendidikan terakhir : …………………………….. 
Daftar pertanyaan untuk pihak  Kepala madarasah, Guru dan Staf  
madrasah  (informan). 
1. Bagaimana gambaran implementasi pendidikan gratis di madrasah bapak/ibu? 
2. Bagaimana realitas wajib belajar 9 tahun pra dan pasca diimplementasikan 
pendidikan gratis di madrasah bapak/ibu? 
3. Pasca implementasi pendidikan gratis apakah terjadi perubahan yang siknifikan 
terhadap kondisi siswa (jumlah siswa, prestasi siswa) tenaga pendidikan dan 
kependidikan (prestasi dan kesejateraan) serta sarana dan prasarana madrasah? 
4. Sebelum pencairan dana pendidikan gratis apakah ada survai dari pihak 
pengelolaan pendidikan gratis tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan madrasah? 
5. Bagaimana faktor pendukung (komitmen kepala sekolah dan guru, staf madrasah  
dan sistematika penggelolaan dana, dukungan dari semua komponen madrasah dan 
masyarakat dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah) implementasi pendidikan 
gratis di madrasah? 
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6. Bagaimana faktor penghambat (penyaluran anggaran tidak tepat waktu, minimnya 
anggaran dan masalah-masalah yang terkait dengan pembiyaan, kurangnya 
pengawasan, kurang  optimalnya pengelolaan anggaran dan sosialisasinya) 
implementasi pendidikan gratis di madrasah? 
7. Bagaimana solusinya (apakah penyaluran anggaran dapat dilakukan tepat waktu, 
anggaran pendidikan gratis disesuaikan dengan program kerja sekolah, solusi 
tentang masalah-masalah yang terkait dengan pembiyaan, pengawasan ketat dan 
pengoptimalisasian penggelolaan anggaran dan sosialisasi.) implementasi 
pendidikan gratis? 
8. Apakah implementasi pendidikan pendidikan gratis mampu mengurangi jumlah 
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 PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi 
Program Gratis dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun di MI No. 2 Bajoe dan 
MTs al-Amir Fil Jannah Bajoe ” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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